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ABSTRAK

Dea Azmi Hidayah, 220202110131, Implementasi Pungutan Retribusi
Tempat Pelelangan Ikan di Pacitan (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten
Pacitan). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing:
Akhmad Farroh Hasan, M.Si.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Daerah, Tempat Pelelangan
Ikan

Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah
satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di sektor perikanan. Namun dalam pelaksanaannya, pungutan retribusi TPl di
Kabupaten Pacitan belum berjalan optimal karena masih terdapat praktik penjualan
ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan dan tidak berjalannya sistem pelelangan ikan
sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
pungutan retribusi Tempat Pelelangan lkan di Kabupaten Pacitan, faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta tinjauannya dalam perspektif
maqashid syariah khususnya prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dan Tempat Pelelangan Ikan.
Data kemudian dianalisis menggunakan teori retribusi daerah, teori implementasi
kebijakan publik VVan Meter dan VVan Horn, serta teori magashid syariah khususnya
konsep hifz al-mal dan hifz al-nafs.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pungutan retribusi Tempat
Pelelangan lkan di Kabupaten Pacitan secara administratif telah berjalan sesuai
ketentuan, namun pelaksanaannya belum optimal karena Tempat Pelelangan Ikan
lebih berfungsi sebagai tempat penimbangan dibandingkan tempat pelelangan.
Faktor penghambat utama meliputi kebiasaan pelaku usaha yang langsung
membawa hasil tangkapan ke gudang milik sendiri tanpa melalui TPI serta prioritas
pembayaran PNBP dibandingkan retribusi daerah. Dalam perspektif magashid
syariah, pelaksanaan pungutan retribusi TPl pada dasarnya telah mencerminkan
prinsip kemaslahatan dan perlindungan harta (hifz al-mal), namun masih perlu
dioptimalkan agar prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih
maksimal.
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ABSTRACT

Dea Azmi Hidayah, 220202110131, Implementation of Retribution Fees at
Fish Auctions in Pacitan (A Study at the Pacitan Regency Fisheries Office).
Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Akhmad Farroh Hasan,
M.Si.

Keywords: Policy Implementation, Local Taxes, Fish Auctions

The collection of fees at fish auction sites (TPI) is one of the local government’s
efforts to increase local revenue (PAD) in the fisheries sector. However, in practice,
the collection of TPI fees in Pacitan Regency has not been optimal because fish are
still being sold outside of fish auction sites and the fish auction system is not
functioning as it should. This study aims to analyze the implementation of fees at
the Fish Auction Market in Pacitan Regency, the factors supporting and hindering
its implementation, and to examine it from the perspective of the magashid al-
sharia, particularly the principles of justice and the public interest.

This study employs an empirical legal research method with a descriptive
qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and
documentation at the Pacitan Regency Fisheries Office and the Fish Auction Site.
The data were then analyzed using the theory of local government revenue, Van
Meter and Van Horn’s theory of public policy implementation, and the theory of
maqashid al-sharia, particularly the concepts of hifz al-mal and hifz al-nafs.

The research findings indicate that the collection of fees at the Fish Auction Site in
Pacitan Regency has been carried out in accordance with administrative regulations;
however, its implementation has not been optimal because the Fish Auction Site
functions primarily as a weighing station rather than an auction site. The main
obstacles include the practice of business operators who take their catch directly to
their own warehouses without going through the TPI, as well as the prioritization
of non-tax state revenue (PNBP) over local levies. From the perspective of
maqashid syariah, the implementation of TPI fee collection essentially reflects the
principles of public interest and the protection of property (hifz al-mal), but it still
needs to be optimized so that the principles of justice and public interest can be
realized to the fullest extent.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tempat Pelelangan lkan (TPI) merupakan lokasi untuk melelang ikan yang
mana didalamnya terjadi pertemuan antara penjual (nelayan atau pemililk kapal)
dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan).* Tempat Pelelangan
Ikan disediakan oleh pemerintah daerah guna menjamin transparansi harga hasil
perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui pungutuan retribusi. Keberadaan TPI tidak hanya berfungsi
sebagai tempat transaksi jual beli ikan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian

distribusi hasil perikanan dan penguatan posisi tawar nelayan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut retribusi
daerah bersumber dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta membentuk peraturan
daerah.? Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan
kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan

pembagian tugasnya.

Pengaturan mengenai pemungutan retribusi daerah secara khusus diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau

! Dewianti dkk., “Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Tkan (TPI)
Arumbai Oleh Dinas Perikanan Kota Ambon.”
2 Undang-Undang Dasar 1945.



diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan atau pribadi.®> Dalam
konteks Tempat Pelelangan Ikan, retribusi dipungut sebagai imbalan atas
pemanfaatan fasilitas dan pelayanan pelelangan ikan yang disediakan oleh
pemerintah daerah.* Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut,
Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah
ini mengatur objek dan subjek retribusi, besaran tarif, serta tata cara pemungutan
retribusi. Selanjutnya untuk memudahkan petugas dalam pemungutan retribusi
daerah, Bupati Pacitan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. Perda dan Perbub
tersebut menjadi dasar hukum pemungutan retribusi atas setiap kegiatan pelelangan

ikan yang memanfaatkan fasilitas TPI di Kabupaten Pacitan.®

Dalam praktiknya, implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan
di Kabupaten Pacitan masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan
pengamatan awal dan informasi lapangan, tidak semua transaksi jual beli ikan yang
berlangsung di area TPl dapat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam
peraturan daerah. Masih terdapat transaksi yang dilakukan secara langsung di area
TPI tanpa melalui mekanisme pelelangan resmi, sehingga pungutan retribusi belum
dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya
fenomena sosial di lapangan, salah satunya keberadaan tengkulak sebagai pembeli
hasil tangkapan ikan nelayan, tengkulak umumnya melakukan transaksi langsung
dengan nelayan di area TPI berdasarkan kebiasaan dan hubungan ekonomi yang

telah berlangsung lama.

3 Amy Wulandari Wahyu Widyaningrum dan Arif Nugroho Rachman, “THE INFLUENCE OF
LOCAL TAXES, RETRIBUTIONS, AND RESULTS OF SEPARATE WEALTH
MANAGEMENT ON REGENCY/CITY REGIONAL REVENUE IN CENTRAL JAVA
PROVINCE (Studies in Regencies/Cities in Central Java Province),” Jurnal llmiah Bisnis,
Manajemen dan Akuntansi 3, no. 1.

4 Wahyu Widyaningrum dan Arif Nugroho Rachman, “THE INFLUENCE OF LOCAL TAXES,
RETRIBUTIONS, AND RESULTS OF SEPARATE WEALTH MANAGEMENT ON
REGENCY/CITY REGIONAL REVENUE IN CENTRAL JAVA PROVINCE (Studies in
Regencies/Cities in Central Java Province).”

5 Perbub No 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Reribusi Daerah.



Fenomena ini tidak diposisikan sebagai objek utama penelitian, melainkan
sebagai realitas sosial yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Transaksi
langsung yang dilakukan di luar mekanisme resmi pelelangan menyebabkan
sebagian aktivitas jual beli ikan tidak tercatat secara administratif dan tidak
dikenakan retribusi sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan retribusi
TPI. Akibatnya, penerimaan retribusi TPI sebagai salah satu sumber PAD belum
mencapai hasil yang maksimal, sekaligus menunjukkan adanya kelemahan dalam
aspek pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Kepatuhan pelaku usaha,
keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor
utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pemungutan retribusi

daerah.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemungutan retribusi TPI tidak
dijalankan secara langsung oleh kepala daerah melainkan dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang menangani urusan perikanan yaitu Dinas Perikanan
Kabupaten Pacitan. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit
menyebut Dinas Perikanan yang bertanggung jawab langsung, kewenangan
tersebut secara yuridis melekat melalui mekanisme atribusi dan delegasi
kewenangan pemerintahan daerah. Hal ini diperkuat oleh peraturan kepala daerah
mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menetapkan bahwa Dinas
Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
perikanan termasuk pengelolaan sarana dan prasarana perikanan seperti Tempat

Pelelangan lkan.®

Permasalahan implementasi pungutan retribusi TPI tidak hanya dipengaruhi
oleh aspek regulasi tetapi juga oleh faktor pelaksana kebijakan, mekanisme
pengawasan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan. Oleh karena itu,

efektivitas pungutan retribusi TPI tidak dapat dinilai semata-mata dari keberadaan

® Manto dkk., “IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH,” 2025.



aturan hukum, melainkan perlu dikaji dari bagaimana kebijakan tersebut

diimplementasikan oleh instansi yang berwenang di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu permasalahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelelangan, tetapi juga menyangkut
efektivitas pemungutan retribusi dan implementasi kebijakan daerah. Penelitian
oleh Eka Ayu Ashanti dkk. (2023) menemukan bahwa meskipun mekanisme
pemungutan retribusi TPl secara normatif telah sesuai dengan peraturan daerah,
dalam praktiknya masih terdapat kelemahan berupa tidak diterapkannya sanksi
administratif, yang berdampak pada fluktuasi dan penurunan efektivitas
penerimaan retribusi.” Selanjutnya, penelitian Sam’un dkk. (2023) menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan dalam menunjang
Pendapatan Asli Daerah belum optimal akibat keterbatasan sarana prasarana,
lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha, sehingga

kontribusi pelelangan ikan terhadap PAD belum maksimal.®

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Maria Alehandra Danut dkk. (2023)
mengungkapkan bahwa fungsi TPI sebagai sarana pelelangan tidak berjalan karena
transaksi jual beli dilakukan di luar mekanisme pelelangan resmi akibat kurangnya
sosialisasi dan pemahaman nelayan, yang berimplikasi pada tidak optimalnya
pencatatan transaksi dan pemungutan retribusi.® Meskipun ketiga penelitian
tersebut telah mengkaji efektivitas, fungsi, dan implementasi kebijakan TPI,
penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis implementasi
pungutan retribusi TPI dari perspektif kewenangan pemerintah daerah dan peran

instansi pelaksana dalam konteks yuridis empiris pada daerah tertentu.

7 Ashanti dkk., “MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN LAPPA DI KABUPATEN SINJAL”

& Sam’un, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DALAM
UPAYA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERIKANAN DAN
KELAUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.

° Lebrina I. Boikh dan Lady Cindy Soewarlan, “IMPLEMENTASI FUNGSI TPI DALAM
PENJUALAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN (STUDI KASUS TEMPAT PELELANGAN
IKAN OEBA DI KELURAHAN FATUBESI, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA
KUPANG).”



Dengan demikian, implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan
di Kabupaten Pacitan merupakan isu penting yang perlu dikaji secara mendalam
mengingat perannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sekaligus
instrumen pengaturan tata niaga perikanan. Meskipun telah terdapat regulasi yang
mengatur pungutan retribusi TPI, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya
berjalan efektif khususnya dalam aspek pengawasan, kepatuhan terhadap
mekanisme pemungutan serta pelaksanaan kewenangan oleh instansi terkait. Oleh
karena itu penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pungutan
retribusi Tempat Pelelangan lkan di Kabupaten Pacitan sebagai pelaksana
kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi
akademis, tetapi juga menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah
khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam merumuskan kebijakan dan
langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pungutan retribusi TPI secara

berkerlanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di
Kabupaten Pacitan?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksaan pungutan
retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan?

3. Bagaimana pelaksanaan pungutan retribusi TPI ditinjau dari perspektif
Magashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan
Ikan di Kabupaten Pacitan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksaan
pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pungutan retribusi TPI ditinjau dari

perspektif Magashid Syariah.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
ilmu hukum Kkhususnya hukum ekonomi syariah, melalui kajian mengenai
implementasi pungutan retribusi daerah pada sektor perikanan. Penelitian ini dapat
memperkaya pemahaman tentang bagaimana norma hukum yang tertuang dalam
peraturan perundang-undangan diimplementasikan oleh perangkat daerah dalam
praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah
keilmuan terkait penggunaan Magashid Syariah dalam menilai kebijakan publik
daerah terutama dalam mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan
prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi
masyarakat.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi
pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, dalam
melaksanakan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan secara lebih efektif,
tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam
memperbaiki mekanisme pemungutan retribusi, pengawasan di lapangan, serta
perumusan kebijakan lanjutan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli
Daerah tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat

perikanan.
b. Bagi Masyarakat Perikanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif kepada masyarakat perikanan mengenai dasar hukum, tujuan, dan
mekanisme pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Dengan adanya
pemahaman tersebut, diharapkan dapat mendorong terciptanya kepatuhan terhadap

kebijakan retribusi sekaligus meningkatkan rasa keadilan, transparansi, dan



kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor

perikanan.
c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan rujukan
bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji isu-isu terkait
implementasi kebijakan publik daerah, retribusi daerah, serta penerapan perspektif
maqgashid syariah dalam kebijakan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat
menjadi pijakan awal untuk pengembangan penelitian lanjutan yang lebih
mendalam, baik dengan pendekatan normatif maupun empiris khususnya pada

sektor perikanan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling

berkaitan, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sebagai gambaran umum
alur penulisan.

2. Bab Il Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat pembahasan mengenai penelitian
terdahulu yang relevan dengan tema implementasi retribusi TPl dan
penyajian teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.

3. Bab Ill Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan
metode pengolahan data yang digunakan untuk memahami implementasi
pungutan retribusi.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan temuan
penelitian mengenai kondisi pelaksanaan pemungutan retribusi di Tempat
Pelelangan Ikan, mekanisme pemungutan, pungutan retribusi perspektif
Magashid Syariah. Bab ini juga menguraikan faktor pendukung dan
penghambat implementasi perda serta mengaitkan pada teori-teori yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya.



5. Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian
secara utuh dan saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, dinas
perikanan, pengelola TPI, serta masyarakat nelayan sebagai rekomendasi
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda dan memperbaiki tata

kelola perdagangan hasil perikanan di Kabupaten Pacitan.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1.

“Mekanisme dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan [kan
Lappa di Kabupaten Sinjai,” oleh Eka Ayu Ashanti, Nurul Afifah, Imron
Burhan, dan Ardyansyah Gisdah (2023). Berfokus pada mekanisme
pemungutan retribusi dan tingkat efektivitas penerimaan retribusi Tempat
Pelelangan lkan Lappa di Kabupaten Sinjai. Menggunakan metode
kualitatif. Teori yang digunakan vyaitu retribusi daerah, mekanisme
pemungutan retribusi dan efektivitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa
Mekanisme pemungutan retribusi telah sesuai dengan Perda Kabupaten
Sinjai No. 8 Tahun 2010, namun sanksi administrasi 5% tidak diterapkan.
Tingkat efektivitas penerimaan retribusi tahun 2017-2019 tergolong sangat
efektif, sedangkan tahun 2016 dan 2020 kurang efektif karena lemahnya
penerapan mekanisme dan dampak pandemi COVID-19.%0

“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dalam Upaya
Menunjang Pendapatan Asli Daerah,” oleh Sam’un dkk (2023). Berfokus
pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan dan
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menggunakan metode
kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan
publik dan konsep pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menyebutkan
bahwa Implementasi kebijakan pelelangan ikan belum optimal akibat
keterbatasan sarana prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya
kepatuhan pelaku usaha, sehingga kontribusi pelelangan ikan terhadap PAD

belum maksimal.'!

10 Ashanti dkk., “MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN LAPPA DI KABUPATEN SINJAIL”

11 Sam’un, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DALAM
UPAYA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERIKANAN DAN
KELAUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.



3.

“Implementasi Fungsi TPI dalam Penjualan Hasil Tangkapan Nelayan
(Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Oeba di Kelurahan Fatubesi,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang),” oleh Maria Alehandra Danut dkk
(2023). Berfokus pada implementasi fungsi tempat pelelangan ikan dlam
penjualan hasil tangkapan nelayan di TP1 Oeba. Menggunakan metode studi
kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu
implementasi fungsi TPI, mekanisme pelelangan ikan serta ketentuan PP RI
No. 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Implementasi fungsi TPI
Oeba belum berjalan sesuai PP No. 27 Tahun 2021 karena proses pelelangan
tidak dilaksanakan. Hasil tangkapan nelayan langsung dijual tanpa
mekanisme lelang akibat kurangnya pengetahuan nelayan tentang fungsi
TPI serta tidak adanya sosialisasi dari pengelola TPI, sehingga harga ikan
tidak stabil dan fungsi TPI sebagai sarana pelelangan tidak optimal.*?

“Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan,” oleh
Rahmat Hidayat dkk (2023). Berfokus pada Implementasi Pasal 32 Perda
Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2016 terkait kewajiban pelelangan ikan
di TPI. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan
yaitu implementasi kebijakan, konsep TPI, dan kepatuhan terhadap
peraturan daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Implementasi pasal
tersebut belum optimal karena masih terdapat penjualan hasil tangkapan
nelayan di luar mekanisme pelelangan. Faktor penghambatnya meliputi
lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi perda, dan rendahnya

kesadaran nelayan sehingga tujuan perda belum tercapai.*®

12 Lebrina 1. Boikh dan Lady Cindy Soewarlan, “IMPLEMENTASI FUNGSI TPI DALAM
PENJUALAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN (STUDI KASUS TEMPAT PELELANGAN
IKAN OEBA DI KELURAHAN FATUBESI, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA
KUPANG).”

13 Manto dkk., “IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH,” 2025.

10



5. “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi
Pajak dan Retribusi di Kota Kendari,” oleh Ma’ruf Akib dkk (2023).
Berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui
optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta analisis kepatuhan wajib pajak.
Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris.
Teori atau konsep utama yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah,
optimalisasi pajak dan retribusi, kepatuhan wajib pajak serta tata kelola
keuangan daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa optimalisasi pajak
dan retribusi berperan signifikan dalam meningkatkan PAD Kota Kendari,
dengan pajak bumi dan bangunan sebagai kontributor terbesar, meskipun
masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan
keterbatasan  pengawasan. Oleh  karena itu, penelitian ini
merekomendasikan strategi berupa pemanfaatan teknologi perpajakan, audit
pajak berkala, peningkatan sosialisasi, evaluasi tarif, dan peningkatan
kualitas layanan pajak guna mendorong peningkatan PAD dan mendukung
pembangunan daerah secara berkelanjutan.*

6. “Analisis Terkait Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah,” oleh Nuriyah dan Ersi Sisdianto (2024). Berfokus
pada analisis peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah provinsi lampung. Menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa data target dan
realisasi PAD, pajak daerah, serta retribusi daerah selama periode 2020-
2022. Teori yang diunakan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan
asli daerah, asas dan sistem pemungutan pajak serta prinsip keadilan dan
efisiensi perpajakan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa PAD Provinsi
Lampung mengalami peningkatan signifikan yang terutama didorong oleh
kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan terbesar, sementara
retribusi daerah justru menunjukkan tren penurunan. Temuan ini

mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan retribusi

14 Akib dkk., “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan
Retribusi di Kota Kendari.”
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daerah, optimalisasi sistem pemungutan pajak, serta peningkatan efisiensi
pengelolaan keuangan daerah guna menjaga keseimbangan fiskal dan
mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.®®

. “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo,” oleh Yusuf
Hafandi dan Romandhon (2020). Berfokus pada pengujian pengaruh empat
komponen utama pendapatan asli daerah terhadap tingkat PAD Kabupaten
Wonosobo. Menggunakan metode kuantitatif. Teori yang digunakan
meliputi pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan
daerah yang sah berdasarkan kerangka otonomi daerah dan keuangan
daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pajak daerah dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD,
sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi
daerah tidak berpengaruh signifikan, dengan kontribusi variabel independen
terhadap PAD sebesar 46,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor
lain di luar model penelitian.®

. “Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Mendukung Usaha
Kegiatan Nelayan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau,”
oleh Lidia Sinaga dkk (2020). Berfokus pada pengelolaan, fungsi, tujuan,
dan manfaat Tempat Pelelangan lkan (TPI) dalam mendukung aktivitas
usaha nelayan. Menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah pengelolaan TPI, fungsi
dan tujuan pelelangan ikan, pemasaran hasil perikanan, serta peran TPI
dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa fungsi, tujuan, dan manfaat TPl Purnama Kota Dumai

15 Ersi Sisdianto, “ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.”

16 Hafandi dan Romandhon, “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.”
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10.

belum berjalan secara optimal, karena aktivitas pelelangan ikan tidak
terlaksana sebagaimana mestinya dan TPI lebih berfungsi sebagai tempat
pendaratan ikan saja. Selain itu, lemahnya pengelolaan organisasi dan
keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan mekanisme pelelangan
tidak berjalan maksimal, sehingga keberadaan TPl belum memberikan
manfaat signifikan bagi nelayan dan masyarakat sekitar.’

“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023,” oleh Romoaldus Smayuni Nai
(2024). Berfokus pada analisis rendahnya kontribusi pajak daerah dan
retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka
dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis persentase capaian
pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur PAD APBD tahun 2023.
Teori yang digunakan adalah otonomi daerah, desentralisasi fiskal,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, dan
kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa realisasi
PAD Kabupaten Sikka belum optimal, di mana pajak daerah hanya
mencapai 67,34% dari target dan retribusi daerah 50,77%, yang disebabkan
oleh potensi PAD yang belum terdata dan tertagih secara maksimal, sistem
pemungutan pajak dan retribusi yang belum efektif, serta basis data wajib
pajak dan wajib retribusi yang belum tertata dengan baik. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi teknis pemungutan pajak
dan retribusi, perbaikan sistem pendataan, serta penerapan strategi jemput
bola guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan
daerah Kabupaten Sikka.*®

“Strategi  Pengembangan Tempat Pelelangan lkan (TPIl) Tawang,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah,” oleh Hesa Karunia Fitri dkk (2021).

Berfokus pada analisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi

17 Sinaga, PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPl) DALAM MENDUKUNG USAHA
KEGIATAN NELAYAN DI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI PROVINSI RIAU.

18 Romoaldus Smayuni Nai, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023.”
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Kinerja TPl Tawang serta perumusan strategi pengembangan TPI.
Menggunakan metode deskriptif dengan teknik purposive sampling. Teori
yang digunakan adalah konsep pengembangan kelembagaan TPI dan
analisis manajemen strategis melalui SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI Tawang
berada pada Kuadran I (strategi S—O), sehingga strategi prioritas adalah
penguatan dan pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana
TPI, pengembangan sentra industri pengolahan ikan, serta peningkatan
kualitas pelayanan dan sistem operasional melalui survei kepuasan berkala.
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

No. Judul Persamaan Perbedaan

1. | “Mekanisme dan | Sagma-sama membahas | Penelitian ini
Efektivitas pemungutan  retribusi | menitikberatkan pada
Pemungutan Tempat Pelelangan Ikan | mekanisme dan tingkat
Retribusi Tempat | sebagai instrumen | efektivitas  penerimaan

Pelelangan  Ikan | kebijakan  pemerintah | retribusi TPI, sedangkan

Lappa di | daerah dalam | penelitian saya berfokus
Kabupaten Sinjai” | mendukung pendapatan | pada implementasi
oleh Eka Ayu | daerah. pungutan retribusi  TPI
Ashanti dkk oleh Dinas Perikanan
(2023) serta ditinjau dari
perspektif maqashid

syariah
2. | “Implementasi Sama-sama  membahas | Penelitian ini mengkaji
Kebijakan implementasi  kebijakan | implementasi  kebijakan

Penyelenggaraan | pelelangan ikan yang | penyelenggaraan
Pelelangan Ikan | berkaitan dengan | pelelangan ikan secara

dalam Upaya umum, sedangkan

9 Fitri dkk., “STRATEGI PENGEMBANGAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TAWANG,
KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH.”
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Menunjang peningkatan Pendapatan | penelitian saya secara
Pendapatan  Asli | Asli Daerah. Khusus menganalisis
Daerah” oleh pungutan retribusi TPI
Sam’un dkk dan peran Dinas
(2023) Perikanan sebagai
pelaksana kebijakan.

“Implementasi Sama-sama  membahas | Penelitian ini berfokus
Fungsi TPI dalam | pelaksanaan Tempat | pada implementasi fungsi
Penjualan  Hasil | Pelelangan lkan dalam | TPI dalam penjualan
Tangkapan praktik penjualan hasil | ikan, sedangkan
Nelayan  (Studi | tangkapan nelayan. penelitian saya
Kasus TPl Oeba menitikberatkan pada
Kota  Kupang)” implementasi  pungutan
oleh Maria retribusi TPI dan
Alehandra Danut perspektif maqashid
dkk (2023) syariah

“Implementasi Sama-sama  membahas | Penelitian ini
Pasal 32 Peraturan | implementasi  peraturan | menitikberatkan pada
Daerah daerah yang mengatur | kepatuhan terhadap
Kabupaten penyelenggaraan Tempat | kewajiban pelelangan
Gorontalo Nomor | Pelelangan Ikan. ikan, sedangkan
1 Tahun 2016 penelitian saya berfokus
tentang pada implementasi
Penyelenggaraan pungutan retribusi

Tempat
Pelelangan Ikan”
oleh Rahmat
Hidayat dkk
(2023)

Tempat Pelelangan Ikan.
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“Strategi
Peningkatan

Asli
(PAD)

Pendapatan
Daerah
Melalui
Optimalisasi
Pajak
Retribusi di Kota
Kendari”
Ma’ruf Akib dkk
(2023)

dan

oleh

Sama-sama  membahas
pajak dan retribusi daerah
sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini membahas

optimalisasi pajak dan
retribusi daerah secara
umum, sedangkan
penelitian saya secara
spesifik mengkaji
retribusi Tempat
Pelelangan lkan pada

sektor perikanan.

“Analisis Terkait
Pajak dan
Retribusi Daerah
untuk

Meningkatkan

Pendapatan  Asli
Daerah” oleh
Nuriyah & Ersi
Sisdianto (2024)

Sama-sama  membahas
peran pajak dan retribusi
daerah dalam
meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini dilakukan

pada tingkat provinsi

dengan fokus analisis
PAD

sedangkan

secara  makro,
penelitian
berfokus

saya pada

implementasi  retribusi

TPI di tingkat kabupaten.

“Pengaruh Pajak
Daerah, Hasil
Pengelolaan

Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan,
Retribusi Daerah,
dan Lain-Lain
PAD vyang Sah
terhadap PAD

Kabupaten

Sama-sama  membahas
retribusi daerah sebagai
satu

salah komponen

Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini
menggunakan ~ metode
kuantitatif untuk menguji
pengaruh retribusi

terhadap PAD, sedangkan

penelitian saya
menggunakan

pendekatan yuridis
empiris untuk
menganalisis
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Wonosobo” oleh implementasi  pungutan
Yusuf Hafandi & retribusi TPI.
Romandhon

(2020)

8. | “Pengelolaan Sama-sama  membahas | Penelitian ini berfokus
Tempat keberadaan Tempat | pada pengelolaan dan
Pelelangan Ikan | Pelelangan lkan dalam | fungsi TPI, sedangkan
(TPI) dalam | aktivitas perikanan. penelitian saya berfokus
Mendukung pada implementasi
Usaha Kegiatan pungutan retribusi
Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan.
Kecamatan
Dumai Barat Kota
Dumai” oleh
Lidia Sinaga dkk
(2020)

9. | “Pengaruh Pajak | Sama-sama  membahas | Penelitian ini
Daerah dan | pajak dan retribusi daerah | menggunakan
Retribusi Daerah | dalam kaitannya dengan | pendekatan  kuantitatif
terhadap Pendapatan Asli Daerah. | untuk mengukur
Pendapatan  Asli kontribusi PAD,
Daerah sedangkan penelitian
Kabupaten Sikka saya menganalisis
Tahun 2023” oleh implementasi  kebijakan
Romoaldus pungutan retribusi TPI
Smayuni Nai secara kualitatif.

(2024)

10. | “Strategi Sama-sama  membahas | Penelitian ini berfokus
Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan | pada strategi
Tempat pengembangan dan
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Pelelangan lkan | sebagai  bagian  dari | manajemen TPI,
(TPI) Tawang | sistem perikanan daerah. | sedangkan penelitian
Kabupaten saya berfokus pada
Kendal Jawa implementasi  pungutan
Tengah” oleh retribusi TPI serta analisis
Hesa Karunia Fitri maqashid syariah

dkk (2021)

B. Kerangka Teori

1. Teori Retribusi

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara
karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya
secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu
hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penarikan
retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi yang di
pungut di Indonesia adalah retribusi daerah.?

Retribusi daerah merupakan salah satu instrumen keuangan daerah
yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan
sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas tertentu yang secara langsung
disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah memiliki dasar hukum
yang jelas dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan
berdasarkan asas legalitas, sehingga pemungutannya hanya dapat dilakukan
apabila telah diatur dalam peraturan daerah. Ciri utama retribusi daerah

adalah adanya hubungan langsung antara pembayaran yang dilakukan oleh

20 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Depok : RajaGrafindo Persada,

2016) hal 5-6.
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masyarakat dengan pelayanan atau fasilitas yang diterima, yang dikenal
sebagai prinsip kontraprestasi langsung.

Dalam sistem pemerintahan daerah, retribusi daerah tidak hanya
dipandang sebagai sumber pendapatan semata, tetapi juga sebagai bagian
dari mekanisme pelayanan publik. Melalui pemungutan retribusi,
pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa penyediaan jasa atau
fasilitas publik dapat dikelola secara berkelanjutan, tertib, dan bertanggung
jawab. Oleh karena itu, besaran tarif retribusi harus ditetapkan secara wajar,
transparan, dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan
masyarakat serta biaya penyelenggaraan layanan yang diberikan.

Dalam konteks Tempat Pelelangan lkan (TPI), retribusi daerah
dipungut sebagai imbalan atas penggunaan sarana dan prasarana pelelangan
ikan, pelayanan administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang
disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutan retribusi TPI dimaksudkan
untuk mendukung kelancaran kegiatan pelelangan ikan, meningkatkan
kualitas pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, retribusi
TPI tidak hanya berfungsi sebagai pungutan keuangan, tetapi juga sebagai
instrumen pengelolaan sektor perikanan daerah yang berorientasi pada
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

. Fungsi Retribusi Daerah

1) Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2) Sebagai instrumen pengendalian dalam pemanfaatan fasilitas publik
agar digunakan secara tertib dan sesuai ketentuan.

3) Sebagai alat pengelolaan layanan publik, di mana hasil retribusi dapat
digunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan

prasarana daerah.
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c. Tujuan Retribusi Daerah
1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kemandirian
fiskal daerah.
2) Memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam
pemanfaatan jasa atau fasilitas publik.
3) Mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa setiap pihak yang
menikmati jasa atau fasilitas tertentu turut menanggung biaya

penyelenggaraannya secara proporsional.

d. Manfaat Retribusi Daerah
1) Bagi pemerintah daerah, retribusi memberikan manfaat berupa
tersedianya sumber pendanaan untuk pengelolaan dan peningkatan
pelayanan publik secara berkelanjutan.
2) Bagi masyarakat, retribusi memberikan manfaat berupa tersedianya
fasilitas dan layanan publik yang lebih teratur, terawat, dan berkualitas.
3) Dalam konteks Tempat Pelelangan Ikan, retribusi memberikan manfaat
berupa terjaganya sarana pelelangan, kelancaran proses transaksi hasil
tangkapan nelayan, serta terciptanya transparansi dan kepastian dalam
kegiatan ekonomi perikanan.
e. Jenis Retribusi

1) Retribusi Jasa Umum?

2L Khoirul Hidayah, Ramadhita Hukum Pajak Konsep Dasar, Pengaturan, dan Penerapannya
(Malang: Setara Press, 2024) hal 38-39.

20



2)

a)
b)
c)
d)

Pelayanan kesehatan
Pelayanan kebersihan
Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pelayanan pasar

Retribusi Jasa Usaha

a)

b)

9)
h)

)

Penyediaan tempat kegiatan usaha serupa pasar grosir, pertokoan,
dan tempat kegiatan usaha lainnya

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil
hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat
pelelangan

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

Pelayanan jasa kepelabuhan

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan air

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah

Pemanfatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi
aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Retribusi Perizinan Tertentu
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a) Persetujuan bangunan gedung
b) Penggunaan tenaga kerja asing
c) Pengelolaan pertambangan rakyat
f. Karateristik Retribusi
1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
3) Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar
retribusi berupa jasa.
4) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan
retribusi yang bersangkutan.
5) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, bersifat ekonomis.?
2. Teori Implementasi Kebijakan Publik
Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh
Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) merupakan salah satu model
implementasi kebijakan yang paling berpengaruh dalam kajian administrasi
publik dan penelitian hukum empiris. Implementasi kebijakan tidak
dipahami sebagai kegiatan yang bersifat mekanis atau sekadar menjalankan
peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai suatu proses kompleks
yang melibatkan interaksi antaraktor, struktur birokrasi, ketersediaan
sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Van Meter dan Van

Horn menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh

22 Imam Soebechi, JUDICIAL REVIEW Perda pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta Timur : Sinar
Grafika, 2012) hal 127.
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sejauh mana kebijakan tersebut mampu diterjemahkan dari norma hukum
yang bersifat formal ke dalam tindakan konkret yang dapat dirasakan dalam
praktik di lapangan.?®

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan yang dimaksud adalah
pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, yang
pelaksanaannya menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan dipandang sebagai tahapan krusial
yang menentukan apakah tujuan pungutan retribusi, baik sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sebagai instrumen pengelolaan
sektor perikanan, dapat tercapai secara optimal.

Van Meter dan Van Horn merumuskan enam variabel utama yang
memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Keenam variabel
tersebut saling berkaitan dan bekerja secara simultan, sehingga kelemahan
pada salah satu variabel dapat memengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan secara keseluruhan.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada

kejelasan standar dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

2 Mohd. Yusuf Dm dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam
Masyarakat.”
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Standar dan sasaran yang tidak jelas atau tidak operasional akan
menyulitkan pelaksana kebijakan dalam memahami apa yang harus
dilaksanakan dan dicapai. Dalam konteks pungutan retribusi TPI, standar
kebijakan mencakup ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan
pelelangan di TPI, besaran tarif retribusi, subjek dan objek retribusi, serta
mekanisme pemungutan retribusi. Apabila ketentuan tersebut tidak
dipahami secara seragam oleh Dinas Perikanan, pengelola TPI, dan nelayan,
maka implementasi pungutan retribusi berpotensi tidak berjalan sesuali
dengan ketentuan peraturan daerah.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan hanya dapat berjalan secara efektif apabila
didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia,
anggaran, informasi, maupun sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan
pungutan retribusi TPl di Kabupaten Pacitan, ketersediaan petugas
pemungut retribusi, fasilitas pelelangan, alat timbang, serta sistem
administrasi pencatatan transaksi sangat menentukan kelancaran
pemungutan retribusi. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan
pengawasan menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya transaksi di
luar mekanisme resmi TPI, yang pada akhirnya berdampak pada tidak

optimalnya penerimaan retribusi daerah.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur organisasi,

kewenangan, kapasitas birokrasi, serta pola koordinasi internal. Dinas
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Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai organisasi pelaksana kebijakan
pungutan retribusi TP1 harus memiliki pembagian tugas yang jelas, prosedur
operasional standar, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan dan
penegakan aturan di lapangan. Apabila organisasi pelaksana tidak berjalan
secara efektif, maka kebijakan pungutan retribusi sulit diterapkan secara
konsisten dan berkelanjutan.
d. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dan koordinasi yang efektif antarorganisasi merupakan
faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi
pungutan retribusi TPI melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perikanan,
pengelola TPI, aparat desa, serta masyarakat nelayan. Apabila komunikasi
mengenai ketentuan retribusi, prosedur pemungutan, dan kewajiban pelaku
usaha tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan dapat dipahami secara
berbeda di tingkat pelaksana maupun masyarakat, sehingga implementasi
pungutan retribusi menjadi tidak seragam dan tidak optimal.

e. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi pelaksana mencakup tingkat pemahaman, komitmen,
kepatuhan, dan sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang
dijalankan. Pelaksana kebijakan yang tidak memiliki komitmen yang kuat
atau bersikap permisif terhadap pelanggaran berpotensi melemahkan tujuan
kebijakan. Dalam konteks pungutan retribusi TPI, sikap petugas yang tidak

tegas dalam menertibkan transaksi di luar TPI atau tidak konsisten dalam
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melakukan pemungutan retribusi dapat menghambat tercapainya tujuan
kebijakan retribusi daerah.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tempat
kebijakan diterapkan turut memengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan. Meskipun telah terdapat aturan formal, realitas sosial masyarakat

tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi.

Keenam variabel tersebut memberikan kerangka analisis yang
komprehensif untuk menilai bagaimana pungutan retribusi Tempat
Pelelangan lkan di Kabupaten Pacitan. Melalui teori implementasi
kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, penelitian ini dapat
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun
kegagalan implementasi pungutan retribusi TPI, serta menjelaskan mengapa
praktik transaksi di luar TPI dan dominasi tengkulak masih terjadi meskipun

telah terdapat pengaturan hukum yang mengikat.

. Teori Maqashid Syariah
. Pengertian Maqashid Syariah

Magashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang
menekankan pada tujuan utama ditetapkannya hukum, yaitu untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia.
Secara etimologis, istilah magashid berasal dari dua kata kaitu kata

“magsad” yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan “al-syariah” yang
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berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Magashid
Syariah dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh
syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadas,
sosial, maupun ekonomi.

Dalam terminologi ushul figh, menurut Wahbah al- Zuhaili,
Magqashid Syariah adalah nilai nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam
segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan
sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat yang
ditetapkan oleh al-syar’l (pembuat syariat) dalam setiap ketentuan hukum.
Dengan demikian Magashid Syariah merupakan suatu kandungan nilai yang
menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syara’.?*

Para ulama klasik belum memberikan definisi yang komprehensif
tentang Magashid Syariah karena diskurs Magashid Syariah yang masih
menjadi bagian dari ushul figh. Menurut Ibnu Asyur Magashid Syariah
adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariah dalam
setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum
tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan
makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk
makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi

terkandung pada hukum-hukum lain.?®

24 Tgk. Safriadi, Magashid Al-Syariah & Maslahah (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021) hal

% Agus Hermanto, Magashid Al-Syariah Metode ljtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam
(Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021) hal 24-25.
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Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum dalam Islam
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalin) dan mencegah
kerusakan (dar’ al-mafasid). Setiap ketentuan hukum tidak berdiri secara
normatif semata, tetapi memiliki tujuan substantif untuk menjaga
keseimbangan kehidupan manusia. Dalam hal ini, Magashid Syariah
menjadi pendekatan penting dalam memeahami hukum Islam secara lebih
kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Magashid Syariah
tidak hanya digunakan dalam kajian figh klasik, tetapi juga berkembang
sebagai pendekatan dalam analisis kebijakan publik dan ekonomi. Magashid
Syariah harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan mampu menjawab
tantangan sosial modern termasuk dalam pengelolaan keuangan publik dan
kebijakan daerah. Pendekatan Magashid Syariah dapat digunakan sebagai
kerangka normatif untuk menilai kebijakan publik agar tetap berorientasi
pada keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan.?®

b. Tujuan dan Tingkatan Maqgashid Syariah

Tujuan utama Magashid Syariah adalah mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia. Kemaslahatan tersebut tidak hanya dipahami dalam arti
sempit, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik individu
maupun sosial. Untuk memahami tingkat urgensi kemaslahatan, para ulama

membagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

% |gbal Noor dan Venita Sofiani, “Analisis Konseptual Magashid Syariah dalam Pengembangan
Produk Keuangan Syariah Kontemporer.,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (Januari 2025),
https://doi.org/10.32663/chm7q6009.
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1) Dharuriyat (kebutuhan primer). Dharuriyat merupakan kebutuhan
yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia.
Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia
akan mengalami kerusakan.

2) Hajiyat (kebutuhan sekunder). Hajiyat merupakan kebutuhan yang
berfungsi untuk membrikan kemudahan dan menghilangkan
kesulitan dalam kehidupan manusia.

3) Tahsiniyat (kebutuhan tersier). Tahsiniyat merupakan kebutuhan
pelengkap yang berkaitan dengan etika dan kesempurnaan dalam

kehidupan manusia.

Ketiga tingkatan tersebut, tingkat dharuriyat menjadi fokus utama
dalam analisis Magashid Syariah karena berkaitan langsung dengan
perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia. Pada tingkat ini, terdapat
lima unsur pokok yang harus dijaga yang dikenal sebagai al-dharuriyat al-
khams. Kelima unsur tersebut menjadi indikator utama dalam menilai
apakah suatu kebijakan telah sesuai dengan tujuan syariat atau belum.
Dalam kebijakan publik termasuk pungutan retribusi daerah, pembagian
tingkatan ini menjadi penting karena membantu dalam menentukan prioritas

kebijakan yang harus diutamakan untuk kepentingan masyarakat.?’

2" Dede Nurohman dan Ahmad Muhtadi Anshor, “Revitalizing Financial Freedom to Achieve a
Sustainable Economy Based on Magqasid Al-Shari‘ah in Hifz al-Mal,” Al-Mustashfa: Jurnal
Penelitian Hukum Ekonomi Syariah (2024).
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c. Unsur Pokok Magashid Syariah
1) Hifz al- Din (Perlindungan Agama)

Hifz al- Din merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga
keberlangsungan agama dalam kehidupan manusia. Prinsip ini mencakup
kebebasan dalam menjalankan ibadah serta perlindungan terhadap nila-nilai
keagamaan. Dalam konteks kebijakan publik, hifz al-din berkaitan dengan
upaya pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang tidak bertentangan
dengan nilai-nilai moral dan etika. Namun dalam penelitian ini, aspek hifz
al-din tidak menjadi fokus utama karena tidak memiliki keterkaitan
langsung dengan pelaksanan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

2) Hifz al- Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al- Nafs bertujuan utnuk menjaga keselamatan dan
kesejahteraan hidup manusia. Dalam pemahaman klasik, konsep ini
berfokus pada perlindungan terhadap kehidupan fisik manusia. Namun
dalam perkembangan kontemporer, hifz al-nafs juga mencakup aspek
kesejahteraan sosial dan ekonomi termasuk jaminan terhadap kehidupan
yang layak bagi masyarakat. Dalam kebijakan publik, prinsip ini berkaitan
dengan penyediaan fasilitas yang aman, tertib, dan mendukung aktivitas
ekonomi masyarakat. Kebijakan publik yang berbasis Magashid Syariah
harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan
lingkungan yang mendukung kesejahteraan ekonomi.

3) Hifz al- Agl (Perlindungan Akal)
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Hifz al-Aqgl bertujuan untuk menjaga akal manusia dari segala hal
yang dapat merusaknya. Dalam konteks modern, prinsip ini berkaitan
dengan pendidikan, literasi, serta keterbukaan informasi dalam kebijakan
publik. Meskioun penting, aspek ini tidak memiliki keterkaitan langsung
dengan fokus penelitian yang membahas pungutan retribusi Tempat
Pelelangan Ikan.

4) Hifz al- Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifz al- Nasl bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi
manusia melalui perlindungan keluarga dan keturunan. Dalam kebijakan
publik, prinsip ini berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan
perlindungan sosial. Namun dalam penelitian ini, aspek tersebut tidak
menjadi fokus utama karena tidak berkaitan langsung dengan objek
penelitian.

5) Hifz al- Mal (Perlindungan Harta)

Hifz al- Mal merupakan prinsip yang menekankan pentingnya
perlindungan terhadap harta manusia, baik dari segi kepemilikan,
pengelolaan, maupun pemanfaatannya. Dalam perspektif Magashid
Syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai aset tetapi juga sebagai
instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Dalam kebijakan publik,
prinsip hifz al- mal berkaitan dengan keadilan dalam pembebanan biaya,
transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan hasil

kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Hifz al-mal mencakup
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pengelolaan keuangan yang adil, amanah, serta memberikan manfaat
ekonomi yang berkelanjutan.?
d. Relevansi Teori Maqashid Syariah

Magashid Syariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk
menilai pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan lkan di
Kabupaten Pacitan. Teori ini dipilih karena konsep ini tidak hanya menilai
suatu kebijakan dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana
kebijakan tersebut mampu menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan
kesejahteraan bagi masyarakat. Retribusi daerah sebagai salah satu bentuk
pungutan yang dikenakan kepada masyarakat harus memenuhi prinsip
keadilan dalam penetapan tarif, transparansi dalam pelaksanaan
pemungutan, serta memberikan manfaat yang sebanding melalui
penyediaan fasilitas publik. Maka dari itu, pendekatan Magashid Syariah
dinilai relevan untuk menganalisis apakah pelaksanaan pungutan retribusi
Tempat Pelelangan lkan telah sesuai dengan tujuan syariat, khususnya
dalam menciptakan kemaslahatan bagi pelaku usaha sebagai pengguna
fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

Dalam Magashid Syariah, suatu kebijakan publik tidak hanya
dipandang sebagai instrumen administratif pemerintah, tetapi juga sebagai
sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan Magashid Syariah relevan digunakan untuk menganalisis

28 Gatot Teguh Arifyanto, “Magqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan
Keuangan Islam Kontemporer,” Al-Wagfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf (Februari 2025),
https://jurnal.alwagfu.or.id/index.php/alwagfu/article/view/389.
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apakah pelaksanaan pungutan retribusi telah sesuai dengan tujuan syariah
dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Meskipun Magashid Syariah
terdiri dari lima unsur pokok, penelitian ini memfokuskan pada hifz al-nafs
dan hifz al-mal karena keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan
objek penelitian. Hifz al- mal digunakan untuk menganalisis aspek
perlindungan harta pelaku usaha sebagai subjek retribusi khususnya terkait
keadilan dalam pembebanan retribusi, transparansi pemungutan, dan
pemanfaatan hasil retribusi.

Sedangkan hifz al- nafs digunakan untuk menilaisejauh mana
pelaksanaan retribusi mampu mendukung kesejahteraan pelaku usaha
melalui penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan lkan yang tertib dan
memadai. Fokus pada kedua unsur tersebut bertujuan agar analisis
penelitian lebih mendalam dan relevan dengan pelaksanaan pungutan
retribusi Tempat Pelelangan Ikan, sehingga tidak hanya menilai aspek
administratif tetapi juga menilai keadilan dan kemaslahatan dalam

kebijakan publik.?®

29 Nurohman dan Anshor, “Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy
Based on Magqasid Al-Shari‘ah in Hifz al-Mal.”
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang
mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan menempatkan hukum
tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang
dijalankan oleh aparat pelaksana dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian
hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum dilaksanakan,

dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam praktik kehidupan sosial.°

Melalui jenis penelitian ini, penelitian diharapkan mampu memberikan
gambaran mengenai pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, termasuk efektivitas
pemungutannya serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau
hambatan dalam praktik pungutan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk
melihat sejauh mana pungutan retribusi TPI berkontribusi dalam menciptakan

keadilan ekonomi bagi pelaku usaha.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu

30" Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pertama (Mataram University Press, 2020) hal-80.
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ketentuan hukum dilaksanakan dalam kenyataan sosial, serta bagaimana
respons dan interaksi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum tersebut.
Pendekatan yuridis sosiologis memandang hukum sebagai suatu gejala sosial

yang hidup, berulang, dan terlembagakan dalam praktik masyarakat.>!

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji pelaksanaan
pungutan retribusi TPI secara faktual, mulai dari prosedur pemungutan, peran
petugas pemungut, hingga praktik pembayaran retribusi oleh nelayan dan
pelaku usaha perikanan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menilai
kesesuaian antara ketentuan hukum retribusi dengan praktik pemungutan di

lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur,
dengan fokus utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai instansi
yang melaksanakan pungutan retribusi Tempat Pelelangan lkan. Selain itu,
penelitian juga dilakukan di beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang aktif
beroperasi, antara lain TPl Wawaran, TPl Tawang, TPI Sudimoro, dan TPI
Tamperan yang menjadi lokasi utama berlangsungnya aktivitas pemungutan
retribusi dan transaksi hasil tangkapan nelayan. TPl Tamperan merupakan TPI
terbesar yang ada di Kabupaten Pacitan dengan pendapatan retribusi mencapai

80%.

31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020).
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Pemilihan Kabupaten Pacitan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada
pertimbangan bahwa daerah ini memiliki potensi perikanan laut yang cukup
besar, namun dalam praktiknya masih ditemukan transaksi hasil tangkapan
nelayan yang dilakukan di luar mekanisme TPI. Kondisi tersebut berdampak
langsung pada tidak optimalnya pungutan retribusi dan menunjukkan adanya
kesenjangan antara ketentuan pemungutan retribusi dengan praktik di
lapangan, sehingga relevan untuk dikaji secara empiris.

D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
utama melalui wawancara dan observasi.®? Data primer dalam penelitian ini
diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Perikanan Kabupaten
Pacitan, petugas atau pengelola TPI, nelayan pengguna TPI, serta tengkulak
atau pengepul ikan. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai
praktik pungutan retribusi, mekanisme pemungutan, pengawasan, Serta
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan
dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.®® Data sekunder dalam
penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian

terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

32 Zainuddin Ali., Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika, 2022) hal-106.
33 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum.
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retribusi daerah dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Data ini digunakan
untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis serta normatif
terhadap temuan empiris.
E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dilakukan secara
terpadu untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat.

1.  Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam pengumpulan data
primer. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi
antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai
melalui komunikasi langsung. Seiring berkembangnya teknologi
informasi, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yaitu dengan
melalui media telekomunikasi.®*

Wawancara dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
dengan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan pungutan retribusi
TPI. Melalui wawancara, peneliti menggali informasi mengenai
mekanisme pemungutan retribusi, tingkat kepatuhan subjek retribusi,
peran petugas pemungut, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik
pungutan di lapangan.

2. Observasi

34 Nazar Naamy, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar & Aplikasinya,
(LP2M UIN Mataram, 2019).
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Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung
aktivitas pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan. Melalui
observasi, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana proses
pemungutan retribusi dilakukan, bagaimana interaksi antara pelaku usaha,
nelayan dan petugas TPI, serta apakah transaksi hasil tangkapan dilakukan

melalui mekanisme TPI atau di luar sistem resmi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat
data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini
berupa foto kegiatan di lapangan, catatan lapangan, serta rekaman
wawancara. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti empiris bahwa data
yang diperoleh berasal dari kegiatan penelitian yang dilakukan secara

langsung.

F. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan
agar data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dapat
diolah secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid. Tahapan-
tahapan tersebut yaitu :

1.  Pemeriksaan Data
Tahap pemeriksaan data dilakukan dengan menelaah seluruh data
yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan

kesesuaian data dengan tujuan serta rumusan masalah penelitian. Pada
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tahap ini peneliti memeriksa hasil wawancara, catatan observasi, dan
dokumen pendukung untuk memastikan bahwa data yang diperoleh
relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan pungutan retribusi
Tempat Pelelangan Ikan. Data yang tidak lengkap, kurang jelas, atau tidak
relevan akan disisihkan agar tidak memengaruhi hasil analisis.
2. Kilasifikasi Data

Data yang telah diperiksa selanjutnya dikelompokkan berdasarkan
tema dan kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Klasifikasi data
dilakukan berdasarkan aspek-aspek penting, seperti mekanisme
pemungutan retribusi, prosedur administrasi, tingkat kepatuhan subjek
retribusi, peran petugas pemungut, serta kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan  pungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan.
Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan
membantu peneliti dalam melihat pola serta hubungan antar data.
3. Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif
deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang telah
diklasifikasikan secara sistematis. Data empiris yang diperoleh dari
lapangan dianalisis dengan mengaitkannya pada teori implementasi
kebijakan publik dan konsep retribusi daerah yang digunakan dalam
penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami bagaimana

pungutan retribusi TPl dilaksanakan dalam praktik, sejauh mana
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kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta faktor-faktor
yang memengaruhi optimal atau tidaknya pelaksanaan pungutan tersebut.
4.  Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dan
kebenaran hasil analisis. Tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan
data yang diperoleh dari berbagai sumber (triangulasi sumber), yaitu antara
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, verifikasi juga
dilakukan dengan mencermati konsistensi jawaban antar informan serta
kesesuaian antara data empiris dan data normatif. Tahap verifikasi ini
penting untuk meminimalkan bias dan meningkatkan tingkat kepercayaan
terhadap hasil penelitian.

5.  Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil
analisis dan verifikasi data yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun
secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
Kesimpulan ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif
pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten
Pacitan, termasuk efektivitasnya serta faktor-faktor yang memengaruhi
pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi dasar bagi rekomendasi

perbaikan kebijakan di bidang pungutan retribusi daerah.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Pacitan yang secara
administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis,
Pacitan memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang karena berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Kondisi geografis
tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi
unggulan daerah dengan aktivitas perikanan tangkap yang terpusat di beberapa
Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan merupakan perangkat derah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di Kabupaten Pacitan.
Dinas ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor perikanan daerah,
baik dalam kegiatan perikanan tangkap, pembinaan nelayan, pengelolaan
sarana dan prasarana perikanan serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI).

Susunan organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 208 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan

Kelompok Jabatan Fungsional
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f.

Bidang Perikanan Budaya dibawahnya terdapat kelompok Jabatan
Fungsional

Bidang Perikanan Tangkap dibawahnya terdapat kelompok Jabatan
Fungsional

Bidang Pengelolaan Produk Perikanan dibawahnya terdapat kelompok
Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Dinas perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan Bidang Perikanan yang meliputi Perikanan Tangkap,

Perikanan Budidaya, Pengelolaan Produk Perikanan, serta tugas pembantuan

yang diberikan kepada kabupaten. Sedangkan fungsi Dinas Perikanan

Kabupaten Pacitan atara lain:

a.

Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perikanan tangkap;
Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perikanan budidaya;
Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan produk
perikanan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya
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Dalam mendukung tugas dan fungsi dinas, masing-masing bidang

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

Sekretariat mempunyai tugas : Menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan
administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang
meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan, serta program, evaluasi,
dan pelaporan.

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas : Melaksanakan
sebagian tugas Dinas yang meliputi produksi dan usaha perikanan
budidaya, Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya dan sarana dan
prasarana perikanan budidaya.

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian
tugas Dinas yang meliputi pengelolaan penangkapan ikan, pengelolaan
sumber daya ikan, serta pemberdayaan nelayan.

Bidang Pengelolaan Produk Perikanan mempunyai tugas
Melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi mutu dan
diversifikasi produk perikanan, pelayanan usaha perikanan, promosi

dam logistik perikanan.

Selain Bidang terdapat Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan

yaitu UPT Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau sesuai dengan Peraturan

Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2018 mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di Bidang Budidaya pembenihan ikan Kelompok Jabatan

Fungsional yang ada di Dinas Perikanan terbagi dalam berbagai kelompok
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sesuai bidang keahliannya,mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenjang jabatan fungsional masing — masing berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang — undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di

bawah koordinasi Sekretariat dan bidang sesuai bidang keahliannya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Implementasi Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di

Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan lkan (TPI) di
Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah yang
bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
pemanfaatan jasa pelayanan publik di sektor perikanan. Dalam sistem
desentralisasi fiskal, retribusi daerah memiliki peran penting karena berkaitan
langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada

masyarakat.

Menurut Mardiasmo, retribusi daerah merupakan pungutan yang
dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Dalam konsep ini, terdapat hubungan langsung antara jasa yang diberikan
dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat (benefit principle). Dengan
demikian, suatu retribusi dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan

manfaat yang sebanding dengan beban yang dikenakan kepada wajib retribusi.
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Dasar pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten
Pacitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1
angka 22, disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.® Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah
daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan yang
disediakan kepada masyarakat, termasuk pelayanan dalam bentuk penyediaan
fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. Pungutuan retribusi yang dilakukan oleh
Dinas Perikanan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung

penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perikanan.

Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten
Pacitan pada tingkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur berbagai ketentuan mengenai retribusi daerah
termasuk jenis retribusi, objek dan subjek retribusi, serta kewajiban pembayaran
oleh masyarakat yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah

daerah.®® Dalam perda tersebut, retribusi Tempat Pelelangan lkan termasuk

% pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah .
% Perda Kabupaten Pacitan No 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
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dalam kategori retribusi jasa usaha yang di pungut sebagai pembayaran atas

penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan teknis pemungutuan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di
Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 137 Tahun
2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. Perbub ini
merupakan aturan pelaksana yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata
cara pemungutan retribusi, termasuk prosedur pembayaran, pencatatan,
penagihan, serta pelaporan hasil pemungutan retribusi daerah. Dalam bagian
pertimbangan peraturan tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi daerah diatur berdasarkan amanat
beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun
2023, yaitu Pasal 93 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 124 ayat (3), Pasal 125 ayat (5),
Pasal 126 ayat (3) Pasal 127 ayat (5), Pasal 128 ayat (3), Pasal 131 ayat (3), dan
Pasal 133 ayat (3). Dengan adanya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan
pemungutan retribusi menjadi lebih sistematis dan memiliki pedoman teknis
yang jelas bagi petugas di lapangan sehingga pelaksanaan pungutan retribusi

dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam ketentuan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi jasa usaha meliputi
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan
fasilitas daerah oleh masyarakat atau pelaku usaha. Objek retribusi dalam
Tempat Pelelangan Ikan mencakup penggunaan fasilitas yang tersedia di

Tempat Pelelangan lkan seperti fasilitas penimbangan hasil tangkapan ikan,
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penggunaan area pelelangan, serta pelayanan administrasi yan diberikan
petugas. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan
atau menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan, sedangkan wajib retribusi
merupakan pihak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas

pemanfaatan fasilitas tersebut.

Dalam hal Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, pelaksanaan
pungutan retribusi pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme yang telah
ditentukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu
Dewi Andriyani selaku Sekdin Perikanan, beliau menjelaskan bahwa
mekanisme pungutan retribusi dimulai dari proses masuknya hasil tangkapan
ikan ke area TPI, setiap ikan yang di bawa oleh nelayan atau pelaku usaha akan
terlebih dahulu dilakukan penimbangan oleh petugas yang di sebut juru

timbang.*’

Setelah proses penimbangan dilakukan, petugas mencatat jenis dan
berat ikan dalam nota resmi yang telah disediakan oleh pihak TPI. Nota tersebut
menjadi dasar dalam penentuan besarab retribusi yang harus dibayarkan oleh
pelaku usaha. Besaran retribusi ditentukan berdasarkan jenis ikan dan jumlah
beratnya sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah.
Proses pemungutan dilakukan oleh petugas yang disebut juru pungut.
Pembayaran retribusi pada umumnya dilakukan setelah penimbangan,

meskipun dalam praktiknya terdapat fleksibilitas waktu pembayaran dimana

37 Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).
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pelaku usaha tidak selalu membayar secara langsung pada saat itu juga.
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai, meskipun
pembayaran non tunai belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Setelah
retribusi dibayarkan, petugas akan melakukan pencatatan dan pelaporan secara
berkala baik secara harian maupun bulanan. Sistem administrasi ini
menunjukkan bahwa secara prosedural, pelaksanaan pungutan retribusi telah

berjalan dengan cukup tertib dan terstruktur.

Namun berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan
mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan
utamanya yaitu tidak semua hasil tangkapan ikan masuk ke TPI. Masih terdapat
pelaku usaha yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar TPI sehingga
tidak melalui proses penimbangan dan tidak dikenakan retribusi. Hal ini sejalan
dengan pendapat Bapak Ahmad Fauzi selaku Pengelola Produksi Perikanan

Tangkap, beliau mengatakan bahwa?®

“Hingga saat ini masih terdapat transaksi penjualan di luar mekanisme
TPI, misalnya terdapat nelayan yang menjual ikan yang nimbangnya tidak di

TPI”

Kondisi ini menyebabkan tidak semua objek retribusi dapat terjangkau
oleh sistem pemungutuan yang ada. Selain itu, fungsi utama TPI sebagai tempat

pelelangan ikan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil

38 Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).
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wawancara diketahui bahwa TPI di Kabupaten Pacitan tidak lagi melaksanakan

sistem pelelangan melainkan hanya sebagai jasa timbang. %

“Di Pacitan kami tidak melakukan lelang karena biasanya ikan yang di
tangkap sudah ada yang punya, jadi ada juragan atau penjual yang membiayai
hasil tangkapannya itu. Kami tidak melakukan lelang tetapi hanya jasa

timbang”

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi TPI dari yang semula sebagai

sarana transaksi terbuka menjadi sekedar fasilitas administratif.

Dalam teori retribusi, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip benefit
principle belum terpenuhi secara optimal. Hal ini dikarenakan jasa yang
diberikan oleh pemerintah daerah tidak lagi memberikan manfaat ekonomi
maksimal bagi nelayan atau pelaku usaha, khususnya dalam hal pembentukan
harga yang kompetitif melalui mekanisme lelang. Temuan ini sejalan dengan
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas retribusi sangat
dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan oleh
masyarakat. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat bergantung pada
efektivitas sistem pengelolaannya. Penelitian oleh Salsabila dkk menunjukkan
bahwa retribusi daerah memliki kontribusi yang relatif lebih kecil dibandingkan
dengan pajak daerah yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem

pemungutannya.*®

39 Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).
%0 Salsabila Ratu Sindang dkk., “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia.”
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Kondisi ini relevan dengan pelaksanaan retribusi daerah di TPI
Kabupaten Pacitan di mana sistem pemungutan belum mampu menjangkau
seluruh potensi retribusi secara optimal akibat masih terjadi transaksi di luar
TPI. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Pattimau yang menunjukkan
bahwa efektivitas retribusi daerah dipengaruhi oleh sistem pengawasan dan
kepatuhan masyarakat.** Dalam penelitian ini, lemahnya pengawasan terlihat
dari masih terdapat praktik penjualan ikan di luar TPl yang menyebabkan

kebocoran dalam penerimaan retribusi daerah.

Pelaksanaan retribusi di Kabupaten Pacitan dari segi administrasi
sebenarnya telah menunjukkan adanya sistem yang cukup tertib, seperti
penggunaan nota berseri resmi, keberadaan petugas pemungut, serta pelaporan
berkala. Menurut penelitian Dhira dkk, tertib administrasi saja tidak cukup

untuk menjamin efektivitas retribusi tanpa adanya pengawasan yang kuat.*?

Selain faktor pengawasan, aspek penegakan aturan juga berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 9 Tahun 2023 telah mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif
dan sanksi pidana. Namun berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan
penerapan sanksi secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan transaksi
di luar mekanisme Tempat Pelelangan lkan. Kondisi tersebut menyebabkan

tingkat kepatuhan pelaku usaha masih bergantung pada kesadaran masing-

41 pattimau, Analisa Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Serta
Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang.

2 Dwi Riyani dkk., “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Retribusi
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta 2015 - 2024.”
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masing pihak sehingga praktik transaksi di luar mekanisme TPl masih
ditemukan. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang konsisten serta penguatan
pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dan

mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah.

Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pungutan retribusi Tempat
Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan trlah memliki mekanisme yang jelas dan
terstruktur, mulai dari proses penimbangan, pencatatan, hingga pemungutan dan
pelaporan. Tetapi dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum berjalan secra
optimal karena adanya pergeseran fungsi TPI, masih adanya transaksi di luar

sistem serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan yang tidak hanya
berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan fungsi TPI
sebagai tempat pelelangan, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan
sanksi yang tegas. Sehingga kebijakan retribusi dapat berjalan lebih efektif dan

mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pungutan
Retribusi Tempat Pelelangan lIkan di Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten

Pacitan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat

mendukung ataupun menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Menurut

Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang
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dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang
diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan
oleh isi kebijakan itu sendiri. Terdapat enam variabel penting menurut Van
Meter dan Van Horn vyaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,
karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau
sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial dan politik.*3
a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor penting dalam
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pungutan retribusi Tempat
Pelelangan Ikan. Standar kebijakan berkaitan dengan kejelasan aturan serta
pedoman pelaksanaan kebijakan, sedangkan sasaran kebijakan berkaitan dengan
tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam
pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan,
standar kebijakan telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-
undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor
137 Tahun 2023. Kejelasan aturan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung
dalam pelaksanaan pungutan retribusi karena memberikan pedoman yang jelas

bagi petugas dalam menjalankan tugasnya.

43 Akbar dkk., “Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan
Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti,” 2025.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Dewi, diketahui bahwa
petugas telah memahami prosedur pelaksanaan pungutan retribusi terutama
dalam hal penentuan tarif retribusi berdasarkan jenis dan berat ikan.

“setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke tempat pelelangan ikan
akan dilakukan penimbangan oleh petugas, setelah itu besaran retribusi
ditentukan dengan tarif yang berlaku menurut perda”*

Hal ini menunjukkan bahwa standar kebijakan telah tersedia dan menjadi faktor

pendukung dalam pelaksanaan pungatan retribusi.

Gambar 4.1 Tarif Retribusi

| —— 1 TINGKAT 2 | Tam CTi
o RINCIAN JENIS LAVANAN ] PENG ::rm“? Rﬁ. ”Tr ey L ﬁf:;ﬂlml
1 | 2 ! 3 4
A. | JASA PELELANGAN IKAN i
BERDASARKAN JENIS IKAN
|1 Menyung per knlogram | 210 |
2 Ikan Sebelah T per kalogram I T 150
3 Selar - per lalogram 6D |
4 Kuwe o - per lalogram 210
5 Layang '_” per lalogram T
|6 Teweoger | per kilogram 240 |
7 Bawal Hunm per lalogram 600
| B8  Golok-golok/Parang-parang per klogram o 210
| | 5  Tembang per llogrm a0 |
10 Lemuria per klogram T5
11l. Lemadang per klogram 210
112 Beloso per kalogram T ea
13  Ikan Ledah per kilogram 300
~ |14 Tem "771  per kulogram 210
15 Kapasan | per kilogranm | [15]
|6 Peperek [ perlulegram | 75
17 Leneam __! perkilogram | 300 |
| |18 uakop Mcrah/Bambangan | 2 periologram 1 000000 CET
| 19  Baiy Nangka Karang i per kilogram [T4]
[ 20 B Nangka 1 per Kilogram LEle]
121 Funwon/Kumngan I per kalogram 75
i |22 Eums —_— | perkdogram | 00 20
'[_23 “Kuro/Senangin ) |' per kilogram [ 300
|24 Swrangelf Mata besar | per kilogram | 75
| 25 Culameah/Tigaweja | per klogram ! 300
I'26 Tongkol Kras per lalogram T i G0

i
— 27 Tongkol Komii o [ ____per Rﬂ%gﬂ!’i B L . R 907
28 Tongkol ) | per kalogram | Q0
| Kembung I B 180

per kalogram

30 Banyar - — per kilogram - ) 180
] a1 Tengn | per klogram 450
32  Tongkol Abu-abu o perklogram | 120
|33 Herapu Lumpur | per kilogram TS50 |
| 34  Beronang | per klogram 240
| 35 Alu-alu/Mangiala | per Lalogram | 240
| 36 Kerong-kerong | per kilogram | 180
137 Layus ] per lulogram 1 390
38 Cucut Lanyam 1 per kilogram | LE0
39 Cucut Botol | per lalogram ] 180 |
140 Pan | per lalogram 180
'41  Ekor Kuming/FPisang-pisang | per kulograum o 150
42  Bawal Putth | per lalogram B a0

44 Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).
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Gambar 4.2 Tarif Retribusi

NO|  RINCIANJENSLAVANAY | mﬁﬁ.:m “R'P_l“;':}'m““'
I | L3 4
43 Julung julung pér lalagram ' jﬁu
44 Tuma prkbgam | 70
|45 _Cakalang _ perkogam | %0
| 46 _mri.i.a_}'amn ~ per kalogram | T A
:r 47 Slengseng ; B rp-e:]u]ngmm 1 iilﬂl_
| |48 Teanlwonya | perlalogram | 60
| |49 Udang Dogol ' per kilogram | 730
| |50 -_lfdu.ig?f;mh . per kalogram o 375
|51 UdangPuth per lalogram 60
|52 Udang Barong/ Lobster | per lalogram 4500
53 Udang lannya - perklogmm | '_l]ii
154 Kepung [ perkogam 25|
35  Rapngan per lalogram N 225
56 Cumi-cumi per kalogram 450

Meskipun standar kebijakan telah tersedia secara jelas, dalam
praktiknya masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan
tersebut. Fungsi utama Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat pelelangan tidak
lagi berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas yang berlangsung di Tempat
Paelelangan lkan saat ini lebih fokus pada kegiatan penimbangan hasil
tangkapan ikan karena biasanya ikan yang ditangkap sudah ada pemiliknya,
juragan atau penjual yang membiayai hasil tangkapan tersebut.*® Kondisi ini
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan
pelaksanaan di lapangan. Ketidaksesuaian antara standar kebijakan dan
pelaksanaan di lapangan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

kebijakan tidak berjalan secara optimal. Kebijakan yang memiliki standar jelas

45 Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).
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belum tentu berjalan efektif apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang sesuai

dengan tujuan awal kebijakan.

Dengan demikian, kejelasan standar dan sasaran kebijakan menjadi
faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan
Ikan di Kabupaten Pacitan. Sehingga, ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan
dan pelaksanaan di lapangan khususnya tidak berjalannya sistem pelelangan ikan

menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

b. Sumber Daya

Menurut teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh
Van Meter dan VVan Horn, sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber
daya finansial, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalan pelaksanaan
kebijakan. Ketersedian sumber daya yang memadai akan mendukung kelancaran
pelaksanaan kebijakan, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menjadi
faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan lkan di
Kabupaten Pacitan, sumber daya manusia yang tersedia dinilai telah mencukupi
untuk melaksanakan tugas pemungutan retribusi. Jumlah petugas yang bertugas
dalam pelaksanaan pungutan retribusi seperti juru timbang dan juru tulis, telah
mencukupi untuk menjalankan kegiatan operasional di Tempat Pelelangan Ikan.

Bapak Fauzi menyampaikan bahwa:*®

46 Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).
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“Setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan
akan ditangani oleh petugas yang ada, mulai dari proses penimbangan hingga
pencatatan retribusi.”

Jumlah petugas yang tersedia menjadi salah satu faktor pendukung
dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Selain jumlah
petugas yang mencukupi, kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas juga
menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Para petugas telah
memahami prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan
Ikan terlebih dahulu dilakukan penimbangan, kemudian di catat dalam nota
resmi sebagai dasar penentuan besaran retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa
sumber daya manusia yang tersedia tidak hanya cukup secara jumlah. Tetapi
juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pelaksanaan
pungutan retribusi.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam
pelaksanaan pungutan retribusi. Fasilitas penimbangan serta sarana pencatatan
retribusi telah tersedia dan dapat digunakan dalam kegiatan operasional di
Tempat Pelelangan Ikan. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi faktor
pendukung karena membantu memperlancar proses pencatatan hasil tangkapan
ikan serta memudahkan petugas dalam menentukan besaran retribusi yang harus
dibayarkan oleh pelaku usaha.

Namun demikian, meskipun jumlah petugas dan fasilitas dasar telah

tersedia, masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan pemanfaatan
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fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. Hingga saat ini masih terdapat pelaku usaha
yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan.
Kondisi ini bukan disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas, melainkan
dipengaruhi oleh kebiasaan pelaku usaha serta sistem pemasaran ikan yang telah
terbentuk sebelumnya. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pungutan
retribusi tidak sepenuhnya berasal dari keterbatasan sumber daya, tetapi juga
berkaitan dengan perilaku pelaku usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan
fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan
Ikan di Kabupaten Pacitan telah memadai dan menjadi faktor pendukung dalam
pelaksanaan kebijakan. Namun, masih terdapat praktik transaksi di luar Tempat
Pelelangan Ikan yang menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan
kebijakan tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, akan
tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor kebiasaan pelaku usaha dan sistem
pemasaran yang telah terbentuk di kalangan masyarakat.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur
organisasi, pembagian tugas, kewenangan, serta kemampuan organisasi
pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Organisasi
pelaksana yang memiliki struktur yang jelas dan pembagian tugas yan
terorganisasi dengan baik akan mempermudah pelaksanaan kebijakan di
lapangan. Sebaliknya, jika organisasi yang tidak memiliki struktur kerja yang

jelas dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara optimal.
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Dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di
Kabupaten Pacitan, organisasi pelaksana utama adalah Dinas Perikanan yang
memiliki kewenangan dalam mengelola kegiatan operasional Tempat
Pelelangan Ikan. Berdasarkan pernyataan Ibu Dewi selaku sekdin:

“Pelaksanaan pemungutan retribusi telah memiliki pembagian tugas
yang jelas antara petugas di lapangan, seperti petugas penimbangan dan
petugas pencatatan retribusi.”

Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana telah berjalan
sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Koordinasi antara petugas
lapangan dengan instansi pelaksana juga menjadi faktor pendukung dalam
pelaksanaan kebijakan. Petugas lapangan secara rutin melaporkan hasil
pemungutan  retribusi  kepada instansi  terkait  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
pelaporan dalam organisasi pelaksana telah berjalan dengan baik dan menjadi
faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan
Ikan.

Namun, meskipun organisasi pelaksana telah memiliki struktur yang
jelas, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan
dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tidak berjalannya sistem pelelangan
ikan menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan fungsi organisasi belum
sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukan Tempat
Pelelangan lkan. Aktivitas yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan saat ini

lebih berfokus pada kegiatan penimbangan hasil tangkapan ikan tanpa melalui
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proses pelelangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Dewi diketahui
bahwa:

“Kami tidak melakukan lelang karena biasanya ikan yang ditangkap
sudah ada yang punya atau sudah ada pembelinya”

Dinas perikanan disini berperan sebagai penengah antara nelayan
dengan penjual atau pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun
organisasi pelaksana telah berjalan secara administratif, fungsi utama pelayanan
dalam sistem pelelangan belum terlaksana secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aghisna dkk yang menyebutkan
bahwa karakteristik organisasi pelaksana sangat memengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan publik.organisasi pelaksana yang memeiliki struktur
kerja yang jelas serta pembagian tugas yang efektif akan mampu melaksanakan
kebijakan secara lebih optimal dibandingkan dengan organisasi yang tidak
memiliki sistem kerja yang terorganisasi dengan baik.4’ Penelitian Putri Adhani
dkk menyebutkan bahwa efektivitas organisasi pelaksana juga dipengaruhi oleh
kemampuan koordinasi internal serta sistem pelaporan yang terstruktur.
Organisasi pelaksana yang memeiliki mekanisme pelaporan yang baik akan
lebih mudah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta
mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan.*®

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi

pelaksana dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan lkan di

47 Akbar dkk., “Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan
Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti,” 2025.

8 Adani dkk., “Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan
Undang-Undang (SIMAS PUU).”
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Kabupaten Pacitan secara umum telah berjalan dengan baik, terutama dalam hal
pembagian tugas dan sistem pelaporan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor
pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, belum optimalnya
pelaksanaan fungsi pelelangan ikan menunjukkan bahwa masih terdapat
hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan efektivitas fungsi
organisasi pelaksana.

d. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan
penyampaian informasi, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi kebijakan
kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Komunikasi yang efektif
akan membantu pelaksana kebijakan dalam memahami tujuan kebijakan serta
memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama
terhadap prosedur pelaksana kebijakan, sebaliknya komunikasi yang kurang
efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman serta menimbulkan hambatan
dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam pelaksanaan pungutan retibusi TPl di Kabupaten Pacitan,
komunikasi antar organisasi, petugas, dan pelaku usaha telah berjalan melalui
penyampaian informasi mengenai prosedur penimbangan dan pembayaran
retribusi. Para pelaku usaha yang membawa hasil tangkapan ikan ke TPI telah
memahami bahwa setiap ikan harus ditimbang terlebih dahulu sebelum
dilakukan pembayaran retribusi. Komunikasi internal antara petugas juga
berjalan melalui pelaporan hasil pemungutan retribusi kepada instansi terkait

secara berkala.
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Namun, meskipun komunikasi dasar telah berjalan, masih ditemukan
kendala yang berkaitan dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang
berlaku. Hingga kini masih terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi
penjualan di luar Tempat Pelelangan Ikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah kebiasaan
pelaku usaha yang telah terbentuk sebelumnya. sehingga, efektivitas komunikasi
dalam implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada penyampaian
informasi, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat
terhadap kebijakan yang diterapkan.

e. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen, kedisiplinanm serta
kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Sikap pelaksana yang positif dan bertanggung jawab
akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan
pungutan retribusi Tempat Pelelangan lkan, disposisi pelaksana sangat
berpengaruh terhadap kelancaran proses pemungutan retribusi serta ketertiban
administrasi yang dilakukan oleh petugas.

Petugas pemungut retribusi di Tempat Pelelangan Ikan telah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap
hasil tangkapan ikan yang masuk ke TPI selalu dilakukan penimbangan oleh
petugas sebelum dilakukan pencatatan dan pemungutan retribusi. Petugas juga
menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mencatat setiap transaksi secara tertib

sebagai dasar pelaporan kepada instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa
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komunikasi dalam proses administrasi pungutan retribusi telah berjalan secara
cukup baik. Petugas tidak hanya melakukan penimbangan hasil tangkapan ikan,
tetapi juga memberikan informasi terkait besaran retribusi yang dikenakan
kepada pelaku usaha. Sikap pelaksana yang disiplin dan betanggung jawab
menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi
Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan.

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut masih terdapat
beberapa kendala yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan sikap pelaksana,
melainkan dipengaruhi oleh perilaku pelaku usaha. Meskipun petugas telah
menjalankan tugas sebagai dengan prosedur yang berlaku, masih terdapat pelaku
usaha yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi diketahui bahwa:

“Masih ada transaksi penjualan ikan di luar TPI sehingga tidak semua
hasil tangkapan masuk ke TPI”

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilkukan pemerintah
daerah dan petugas Tempat Pelelangan Ikan belum sepenuhnya mampu
mengubah kebiasaan pelaku usaha dalam melakukan transaksi penjualan ikan.
Sebagian pelaku usaha masih memilih transaksi di luar Tempat Pelelangan Ikan
karena telah memiliki pembeli tetap atau hubungan ekonomi tertentu dengan
pelaku usaha. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung
pada sikap pelaksana tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat

sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan.
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Dengan demikian, disposisi atau sikap para pelaksana dalam
pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan
secara umum telah berjalan dengan baik dan menjadi faktor pendukung dalam
implementasi kebijakan. Petugas telah menunjukkan sikap disiplin dan tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas penimbangan dan pencatatan retribusi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terjadi praktik transaksi di luar
Tempat pelelangan Ikan yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sikap pelaksana, tetapi juga dipengaruhi
oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang diterapkan.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial berkaitan dengan kebiasaan dan perilaku
masyarakat, lingkungan ekonomi berkaitan dengan kondisi usaha dan aktivitas
ekonomi masyarakat, dan lingkungan politik berkaitan dengan dukungan dari
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi lingkungan
yang mendukung akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan
lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam
implementasi kebijakan.

Faktor lingkungan sosial menjadi salah satu aspek yang memengaruhi
pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat
Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan pernyataan Pak Fauzi:*°

“Hingga kini masih terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi

penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan lkan. Kebiasaan tersebut telah

49 Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).
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berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menjadi bagian dari pola
aktivitas masyarakat pelau usaha.”

Faktor kebiasaan masyarakat pelaku usaha menjadi salah satu hambatan
dalam pelaksanaan pungutan retribusi karena tidak seluruh hasil tangkapan ikan
masuk ke dalam sistem pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan. Hal tersebut
diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Amin yang mengatakan bahwa:*

“Biasanya kapal yang berlayar itu milik pelaku usaha sendiri, jadi
hasil tangkapannya kadang langsung dibawa ke gudang milik sendiri dan tidak
ditimbang dulu di TPI”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kapal penangkap
ikan yang beroperasi di Kabupaten Pacitan dimiliki langsung oleh pelaku usaha.
Kondisi tersebut menyebabkan hasil tangkapan ikan tidak selalu dibawa ke
Tempat Pelelangan Ikan untuk dilakukan penimbangan maupun pelelangan,
melainkan langsung dibawa menuju gudang milik pelaku usaha sendiri. Dalam
praktiknya, pola tersebut dianggap lebih efektif dan menguntungkan bagi pelaku
usaha karena distribusi hasil tangkapan ikan dapat dilakukan secara lebih cepat
tanpa melalui mekanisme Tempat Pelelangan Ikan.

Faktor lingkungan sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebiasaan
pelaku usaha yang langsung membawa hasil tangkapan ke gudang pribadi
menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan ikan yang berkembang di

masyarakat tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan pemerintah

0 Amin Krize, wawancara, (Pacitan, 26 Februari 2026).
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daerah. Sehingga fungsi Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat penimbangan
dan pelelangan hasil tangkapan ikan menjadi tidak optimal karena sebagian hasil
tangkapan tidak masuk ke dalam sistem Tempat Pelelangan Ikan.

Selain faktor sosial, kondisi ekonomi pelaku usaha juga memengaruhi
pelaksanaan kebijakan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Ibu Dewi Andriyani dijelaskan bahwa:

“Para pelaku usaha biasanya lebih mementingkan membayar PNBP,
karena apabila mereka tidak membayar PNBP mereka tidak bisa berlayar.
Selama dua tahun terakhir retribusi kalah dengan PNBP karena mereka lebih
mementingkan membayar PNBP daripada retribusi.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Pak
Amin yang menyatakan bahwa:

“kalau PNBP tidak dibayar kami tidak bisa melaut, jadi biasanya
pembayaran PNBP lebih didahulukan.”

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung memprioritaskan
pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibandingkan retribusi
daerah karena PNBP berkaitan langsung dengan izin operasional melaut. Dalam
kondisi tersebut, retribusi daerah dipandang bukan sebagai kewajiban utama
yang secara langsung menentukan keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan.
Sehingga, kondisi ekonomi dan prioritas usaha masyarakat menjadi faktor yang
memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pembayaran retribusi daerah.

Kondisi lingkungan ekonomi masyarakat memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Masyarakat
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cenderung memprioritaskan kewajiban yang dianggap paling penting bagi
keberlangsungan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, meskipun pemerintah
daerah telah memiliki regulasi dan mekanisme pemungutan retribusi yang jelas,
implementasi kebijakan tetap menghadapi hambatan apabila kondisi ekonomi
masyarakat tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi
Tempat Pelelangan lkan di Kabupaten Pacitan. Kebiasaan pelaku usaha yang
langsung membawa hasil tangkapan ikan ke gudang milik sendiri tanpa melalui
Tempat Pelelangan lkan, serta prioritas pembayaran PNBP dibandingkan
retribusi daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan
belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah dan
organisasi pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola perilaku, kondisi
ekonomi, dan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.
3. Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan lkan Ditinjau
dari Perspektif Maqgashid Syariah

a. Prinsip Hifz Al- Mal

Dalam perspektif Magashid Syariah, hifz al-mal (perlindungan harta)
merupakan salah satu unsur pokok yang bertujuan untuk menjaga hak
kepemilikan, mencegah kerugian ekonomi, serta memastikan bahwa
pengelolaan harta dilakukan secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip

ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan
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pengelolaan keuangn publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan

tidak menumbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Dalam hal kebijakan publik, khususnya pungutan retribusi daerah,
penerapan prinsip hifz al-mal berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk
mengelola pungutan secara transparan, proporsional, dan memebrikan manfaat
nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Konsep hifz al-mal dalam
magashid syariah tidak hanya menekankan perlindungan harta dari kerugian,
tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan harta secara amanah serta

pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.®!

Pelaksanaan pungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan dilakukan
melalui mekanisme yang diawali dengan penimbangan hasil tangkapan ikan
sebelum dilakukan pencatatan dan pemungutan retribusi. Setiap hasil tangkapan
ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan lkan akan ditimbang terlebih dahulu
oleh petugas kemudian besaran retribusi ditentukan berdasarkan berat ikan
sesuai tarif yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan adanya prinsip keadilan
dalam pengenaan retribusi, katena besaran pungutan tidak ditentukan secara
sepihak melainkan berdasarkan pada ukuran yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam hifz al-mal, sistem penimbangan tersebut dapat

dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap harta masyarakat, karena

51 Dede Nurohman dan Ahmad Muhtadi Anshor, “Revitalizing Financial Freedom to Achieve a
Sustainable Economy Based on Magqasid Al-Shari‘ah in Hifz al-Mal,” Al-Mustashfa: Jurnal
Penelitian Hukum Ekonomi Syariah (2024).
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memberikan kepastian mengenai besaran pungutan yang harus dibayarkan serta

mencegah terjadinya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan lkan di
Kabupaten Pacitan, prinsip hifz al-mal dapat dilihat dari mekanisme pemungutan
yang dilakukan melalui proses penimbangan hasil tangkapan ikan sebelum
dilakukan pencatatan dan pembayaran retribusi. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Pak Fauzi, Pak Fauzi mengatakan bahwa: >

“Setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan
terlebih dahulu di timbang oleh petugas, kemudian dicatat dalam dokumen resmi
sebagai dasar penentuan besaran retribusi. Besaran retribusi ditentukan
berdasarkan berat ikan yang ditimbang sesuai dengan tarif yang harus di

bayarkan.”

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya kepastian dalam penentuan
kewajiban pembayaran yang dalam perspektif hifz al-mal merupakan bentuk
perlindungan terhadap harta masyarakat, katena mencegah terjadinya pungutan
yang tidak sesuai dengan ketentuan serta memberikan rasa keadilan dalam
sistem pemungutan retribusi.

Selain memberikan kepastian dalam penentuan besaran retribusi,
penerapan sistem pencatatan melalui nota resmi juga menjadi bentuk
perlindungan terhadap harta masyarakat dan pemerintah daerah. Setiap transaksi

pemungutan retribusi selalu dicatat sebagai bukti administrasi yang kemudian

52 Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).
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dilaporkan kepada instansi terkait. Pencatatan tersebut berfungsi untuk menjaga
transparansi  dalam pengelolaan retribusi serta mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan.

Dalam maqashid syariah, transparansi dan akuntabilitas merupakan
bagian penting dalam menjaga harta (hifz al-mal) karena memastikan bahwa
harta yang dikelola tidak disalahgunakan serta memberikan manfaat bagi
kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan penelitian Gatot Teguh yang
menjelaskan bahwa penerapan prinsip hifz al-mal dalam kebijakan publik
menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung
jawab agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat.>?

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan pungutan retribusi Tempat
Pelelangan Ikan masih ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi mengurangi
optimalisasi perlindungan terhadap harta masyarakat. Hingga saat ini masih
terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar Tempat
Pelelangan Ikan. Praktik tersebut menyebabkan tidak seluruh hasil tangkapan
ikan masuk ke dalam sistem pemungutan retribusi, sehingga sebagian transaksi
tidak tercatat secara resmi. Dalam hifz al-mal, kondisi ini dapat menimbulkan
kerugian ekonomi tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi
masyarakat secara luas, karena berkurangnya penerimaan retribusi dapat
berdampak pada keterbatasan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi

nelayan. Praktik transaksi di luar Tempat Pelelangan Ikan ini juga berpotensi

%3 Arifyanto, “Magqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam
Kontemporer.”
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menimbulkan ketidakadilan antara pelaku usaha yang mematuhi aturan dengan
pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Tidak berjalannya sistem pelelangan ikan secara optimal juga menjadi
faktor yang memengaruhi perlindungan terhadap harta masyarakat. Kegiatan di
Tempat Pelelangan lkan saat ini lebih berfokus pada penimbangan hasil
tangkapan ikan tanpa melalui proses pelelangan secara terbuka. Kondisi ini
menyebabkan mekanisme pembentukan harga ikan tidak berjalan secara
kompetitif sebagaimana tujuan awal pembentukan Tempat Pelelangan Ikan.
Menurut hifz al-mal, sistem pelelangan yang tidak berjalan secara optimal dapat
mengurangi peluang nelayan untuk memperoleh harga terbaik atas hasil
tanagkapannya sehingga berpotensi menurunkan pendapatan ekonomi nelayan.
Prinsip hifz al-mal menekankan pentingnya sistem ekonomi yang mampu
melindungi hak ekonomi masyarakat serta menciptakan distribusi manfaat yang
adil dan berkelanjutan.>*

Di samping itu, optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan juga
berkaitan dengan pemanfaatan hasil retribusi untuk kepentingan masyarakat.
Dalam perspektif magashid syariah, harta yang dipungut dari masyarakat harus
dikelola secara amanah dan digunakan untuk menciptakan kemashlahatan yang
nyata. Apabila penerimaan retribusi tidak dikelola secara optimal atau
tidakmemberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka

tujuan perlindungan harta dalam magashid syariah belum sepenuhnya tercapai.

% Igbal Noor dan Venita Sofiani, “Analisis Konseptual Magashid Syariah dalam Pengembangan
Produk Keuangan Syariah Kontemporer.,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 2 (Oktober 2025),
https://doi.org/https://doi.org/10.32663/chm7g609.
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Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa hasil
retribusi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas Tempat
Pelelangan lkan serta mendukung aktivitas ekonomi nelayan secara
berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan pungutuan retribusi Tempat Pelelangan
Ikan di Kabupaten Pacitan secara umum telah mencerminkan prinsip hifz al-mal
melalui penerapan sistem penimbangan yang jelas, pencatatan yang teratur, serta
adanya kepastian tarif yang menjadi dasar pemungutan retibusi. Mekanisme
tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap harta masyarakat
melalui sistem pemungutan yang transparan dan terukur. Namun hingga saat ini,
masih terdapat praktik penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan serta tidak
berjalannya sistem pelelangan secara optimal menunjukkan bahwa perlindungan
terhadap harta masyarakat belum sepenhuhnya terlaksana secara maksimal.
Maka dari itu, diperlukan adanya upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha
serta optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan agar tujuan perlindungan harta
dan kemashlahatan ekonomi masyarakat dapat tercapau secara berkelanjutan.

b. Prinsip Hifz Al- Nafs

Dalam perspektif Magashid Syariah, hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keselamatan fisik manusia,
tetapi juga mencakup upaya menjaga kesejahteraan hidup masyarakat secara
umum. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus
memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat serta mendukun

keberlangsungan aktivitas ekonomi yang layak dan aman. Dalam pelaksanaan
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pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan, prinsip hifz al-nafs berkaitan dengan
upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman, tertib, dan
bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai pengguna layanan Tempat Pelelangan
Ikan.

Keberadaan fasilitas Tempat Pelelangan lkan yang memadai pada
dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif
sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara lancar dan
berkelanjutan. Penerapan Maqgashid Syariah dalam kebijakan publik harus
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memastikan
bahwa kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.>®

Pelaksanaan pungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan berkaitan
erat dengan pemanfaatan fasilitas yang tersedia di Tempat Pelelangan Ikan. Ibu
dewi menjelaskan bahwa:*®

Dalam prinsip hifz al-nafs, fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi
pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan hidup
mereka, karena memberikan ruang yang aman dan teratur bagi pelaku usaha
dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya fasilitas tersebut, pelaku
usaha dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan lebih nyaman dan terhindar
dari potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakteraturan dalam sistem

penjualan ikan.

% Nurohman dan Anshor, “Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy
Based on Magqasid Al-Shari‘ah in Hifz al-Mal.
% Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).
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Namun, sistem pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan belum
berjalan secara optimal. Aktivitas yang berlangsung di Tempat Pelelangan Ikan
lebih banyak berfokus pada penimbangan hasil tangkapan ikan tanpa melalui
proses pelelangan secara terbuka. Kondisi ini menyebabkan fungsi utama
Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat pembentukan harga ikan menjadi tidak
maksimal. Dalam prinsip hifz al-nafs, kondisi tersebut dapat memengaruhi
kesejahteraan pelaku usaha, karena sistem pelelangan yang tidak berjalan secara
optimal dapat mengurangi peluang untuk memperoleh harga jual yang lebih
kompetitif. Di samping itu, tidak optimalnya fungsi pelelangan juga dapat
memengaruhi kelancaran distribusi hasil perikanan, yang pada akhirnya
berdampak pada stabilitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Praktik penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan yang masih
terjadi juga menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan
belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pelaku usaha yang memilih untuk
melakukan transaksi di luar Tempat Pelelangan Ikan tanpa melalui prosedur
yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas yang
disediakan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha.
Dalam prinsip hifz al-nafs, pemanfaatan fasilitas publik yang tidak optimal dapat
mengurangi tingkat kemaslahatan yang seharusnya diperoleh oleh pelaku usaha,
karena fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah tidak memberikan
manfaat secara maksimal bagi keberlangsungan kegiatan usaha. Penerapan

prinsip Magashid Syariah dalam kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan

73



kemaslahatan sosial dan ekonomi melalui pemanfaatan fasilitas publik secara
efektif dan berkelanjutan.®’

Selain memberikan manfaat secara langsung kepada pelaku usaha,
pelaksanaan pungutan retribusi juga memiliki peran penting dalam mendukung
keberlanjutan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. Hasil retribusi yang dipungut
dari pelaku usaha pada dasarnya digunakan untuk mendukung pengelolaan dan
pemeliharaan fasilitas tersebut agar tetap dapat digunakan dalam jangka panjang.
Dalam perspektif hifz al-nafs, keberlanjutan fasilitas publik menjadi faktor
penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat karena fasilitas yang
terpelihara dengan baik akan mendukung aktivitas ekonomi secara
berkelanjutan. Apabila fasilitas tidak dikelola secara optimal, maka manfaat
yang diharapkan dari keberadaan Tempat Pelelangan Ikan tidak akan tercapai
secara maksimal.

Dengan demikian, pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan
Ikan di Kabupaten Pacitan dalam perspektif hifz al-nafs secara umum telah
memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui penyediaan fasilitas yang
mendukung aktivitas usaha secara tertib dan terorganisir. Namun, belum
optimalnya pelaksanaan sistem pelelangan ikan serta masih adanya praktik
penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan lkan menunjukkan bahwa tingkat
kemaslahatan yang diharapkan dari keberadaan fasilitas tersebut belum

sepenuhnya tercapai. Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan pemanfaatan

57 Noor dan Sofiani, Analisis Konseptual Magashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan
Syariah Kontemporer.
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fasilitas Tempat Pelelangan lkan serta optimalisasi sistem pelelangan agar
kesejahteraan pelaku usaha dan keberlanjutan kegiatan ekonomi di sektor
perikanan dapat terwujud secara lebih maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pungutan retribusi Tempat
Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan dalam perspektif Magashid Syariah secara
umum telah mencerminkan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dan
perlindungan kesejahteraan hidup (hifz al-nafs) bagi pelaku usaha sebagai subjek
retribusi. Prinsip hifz al-mal tercermin melalui adanya mekanisme penimbangan
hasil tangkapan ikan yang menjadi dasar penentuan besaran retribusi secara jelas
dan terukur, sehingga memberikan kepastian serta perlindungan terhadap harta
pelaku usaha dari pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan, prinsip hifz al-nafs tercermin melalui penyediaan fasilitas
Tempat Pelelangan lkan yang mendukung aktivitas usaha secara tertib dan
terorganisir, sehingga memberikan manfaat bagi keberlangsungan kegiatan
ekonomi pelaku usaha. Namun, belum optimalnya pelaksanaan sistem
pelelangan ikan serta masih adanya praktik penjualan ikan di luar Tempat
Pelelangan Ikan menunjukkan bahwa nilai keadilan dan kemaslahatan dalam
pelaksanaan pungutan retribusi belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.
Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan pemanfaatan fasilitas serta
optimalisasi sistem pelelangan agar pelaksanaan pungutan retribusi tidak hanya
memenuhi  ketentuan administratif, tetapi juga mampu mewujudkan
kemaslahatan ekonomi dan perlindungan harta bagi pelaku usaha secara

berkelanjutan.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pungutan retribusi Tempat

Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, pada penelitian ini dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Mekanisme pemungutan retribusi pada dasarnya telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan prinsip dasar
dalam teori retribusi daerah, yaitu adanya hubungan antara pelayanan
yang diberikan dengan kewajiban pembayaran oleh pelaku usaha
sebagai pengguna fasilitas. Mekanisme pemungutan dilakukan melalui
proses penimbangan hasil tangkapan ikan yang menjadi dasar
perhitungan besaran retribusi, disertai pencatatan administratif melalui
bukti resmi. Temuan ini memperkuat konsep dalam teori retribusi yang
menyatakan bahwa pungutan retribusi harus dilakukan secara terukur,
transparan, dan berbasis pada penggunaan jasa tertentu. Namun,
penelitian ini  juga memperluas pemahaman teoritis dengan
menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme formal belum sepenuhnya
menjamin optimalisasi penerimaan retribusi apabila fungsi utama
Tempat Pelelangan lkan, khususnya pelelangan ikan secara terbuka
tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak

hanya menguatkan teori retribusi sebagai instrumen pembiayaan
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layanan publik, tetapi juga mengkritisi implementasi praktisnya yang
masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan
oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh interaksi berbagai unsur
sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan publik Van
Meter dan Van Horn. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor
pendukung utama meliputi kejelasan standar operasional pemungutan,
ketersediaan jumlah petugas yang memadai, serta adanya mekanisme
administrasi yang telah berjalan secara rutin. Hal ini memperkuat konsep
dalam teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya standar
kebijakan dan sumber daya sebagai faktor utama keberhasilan
implementasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kendala
utama bukan terletak pada keterbatasan jumlah petugas, melainkan pada
rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dan belum optimalnya
pelaksanaan sistem pelelangan ikan. Temuan ini memperluas kajian
implementasi  kebijakan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan
kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek struktural, tetapi juga oleh
perilaku subjek kebijakan dan kondisi sosial ekonomi di lapangan. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya
pemahaman tentang dinamika implementasi kebijakan pada sektor

pelayanan publik berbasis retribusi daerah.
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3. Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten
Pacitan pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip magashid syariah,
khususnya dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs
(perlindungan kemaslahatan hidup). Pungutan retribusi dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk
mendukung pelayanan publik serta pengelolaan sektor perikanan daerah.
Retribusi yang dipungut dari pelaku usaha digunakan untuk menunjang
fasilitas dan pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan sehingga memiliki tujuan
kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas
ekonomi sektor perikanan. Namun demikian, pelaksanaan pungutan
retribusi belum berjalan optimal karena Tempat Pelelangan Ikan dalam
praktiknya lebih berfungsi sebagai tempat penimbangan dibandingkan
tempat pelelangan. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang langsung
membawa hasil tangkapan ikan ke gudang milik sendiri tanpa melalui
Tempat Pelelangan Ikan, serta adanya prioritas pembayaran PNBP
dibandingkan retribusi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi
keadilan dan pemerataan dalam sistem pelelangan ikan belum sepenuhnya
terwujud karena tidak seluruh hasil tangkapan masuk ke dalam mekanisme
resmi Tempat Pelelangan Ikan. Dengan demikian, pelaksanaan pungutan
retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan telah mencerminkan
nilai kemaslahatan dan perlindungan harta dalam perspektif magashid

syariah, namun implementasinya masih perlu dioptimalkan agar prinsip
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keadilan, keterbukaan, dan kemanfaatan bersama dapat terlaksana secara

lebih maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perikanan.

B. Saran

1.

Pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu mengoptimalkan
kembali pelaksanaan sistem pelelangan ikan sebagai fungsi utama
Tempat Pelelangan Ikan, karena keberadaan pelelangan yang berjalan
secara terbuka tidak hanya meningkatkan potensi penerimaan retribusi,
tetapi juga menciptakan mekanisme harga yang lebih adil dan
transparan bagi pelaku usaha. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan
melalui penguatan regulasi teknis, peningkatan pengawasan terhadap
transaksi yang dilakukan di luar Tempat Pelelangan Ikan, serta
pemberian sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha
mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan retribusi.

Diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan
pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi agar potensi
kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan. Upaya ini dapat
dilakukan melalui pemanfaatan sistem administrasi berbasis teknologi
informasi untuk mencatat transaksi secara lebih akurat dan transparan.
Selain itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perlu
dilakukan melalui pendekatan persuasif dan edukatif, sehingga
pelaksanaan pungutan retribusi tidak hanya dipandang sebagai

kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi terhadap
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keberlanjutan fasilitas publik yang memberikan manfaat bagi kegiatan
usaha mereka.

Dalam perspektif pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya
disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menggunakan
pendekatan komparatif antar daerah yang memiliki karakteristik
pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang berbeda. Penelitian lanjutan
juga dapat mengkaji lebih mendalam hubungan antara tingkat
kepatuhan pelaku usaha dengan efektivitas kebijakan retribusi
menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, sehingga
dapat menghasilkan model implementasi kebijakan yang lebih
komprehensif. Di samping itu, integrasi pendekatan Magashid Syariah
dalam kajian kebijakan publik perlu terus dikembangkan sebagai
kerangka analisis yang mampu memberikan perspektif etis dan
normatif dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam upaya

mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
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Lampiran 4 Pedoman Wawancara

1. Implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten

Pacitan

a.

b.

Apa dasar hukum pungutan retribusi tersebut?

Bagaimana mekanisme pungutan retribusi TPl yang diterapkan di
lapangan saat ini?

Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pemungutan retribusi di
TPI?

Pada tahap apa pungutan retribusi dilakukan dalam proses penjualan
hasil tangkapan ikan?

Bagaimana penentuan besaran pungutan retribusi yang dikenakan
kepada nelayan atau pelaku usaha?

Apakah seluruh transaksi penjualan ikan di TPI dikenai pungutan
retribusi? Jika tidak, apa alasannya?

Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan hasil pungutan retribusi
TPI?

Menurut Bapak/lbu, apakah pelaksanaan pungutan retribusi TPl sudah

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku?

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi

Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan

a.

a. Faktor apa saja yang mendukung kelancaran pelaksanaan pungutan

retribusi TPI1?
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b. Apakah jumlah dan kompetensi petugas pemungut retribusi sudah
memadai?

c. Apasaja sarana dan prasarana yang menunjang pungutan retribusi di TPI?
Lalu bagaimana kondisinya?

d. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam membayar retribusi
TPI?

e. Apakah masih terdapat transaksi penjualan ikan di luar TPl yang
memengaruhi pungutan retribusi?

f. Bagaimana pengaruh hubungan antara nelayan dan pelaku usaha
terhadap efektivitas pungutan retribusi?

g. Faktor apa yang paling dominan menghambat optimalisasi pungutan
retribusi TPI?

h. Apa dampak pungutan retribusi terhadap pelaku usaha?

3. Pelaksanaan pungutan retribusi TPI ditinjau dari perspektif Magashid
Syariah

a. Apakah pungutan retribusi tersebut memberatkan nelayan atau masih
dalam batas wajar?

b. Manfaat apa yang dirasakan nelayan dari adanya pungutan retribusi TP1?

c. Apakah hasil pungutan retribusi digunakan kembali untuk pengelolaan
TPI dan kepentingan nelayan?

d. Bagaimana transparansi pengelolaan hasil pungutan retribusi kepada

nelayan?

90



. Apakah pungutan retribusi TPI telah memberikan kemaslahatan bagi
para pihak yang terlibat?
Apa saran Bapak/Ibu agar pungutan retribusi tersebut bisa memberikan

manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat?
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